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TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH TAHUN 2018 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Urusan dan tanggung jawab Pemerintah Buton Utara 

setiap tahunnya terus meningkat baik dalam penyelenggaraan 

pemerintahan dan pembangunan, dan kemasyarakatan. 

Peningkatan intensitas penyelenggaraan pemerintahan daerah 

perlu disikapi dengan mengambil langkah dan kebijaksanaan 

yang terkoordinasi serta terpadu mengenai Pengelolaan Barang 

Milik Daerah.  

Barang Milik Daerah merupakan kekayaan atau aset 

daerah yang harus dikelola dengan baik agar dapat 

memberikan arti dan manfaat sebanyak-banyaknya, dan tidak 

hanya sebagai kekayaan daerah yang besar tetapi juga harus 
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dikelola secara efisien dan efektif agar tidak menimbulkan 

pemborosan serta harus dapat dipertanggungjawabkan.1 

 Sejak awal telah disadari bahwa barang milik daerah 

(aset) merupakan sumber daya yang mutlak diperlukan dalam 

penyelenggaraan pemerintahan.2 Aset merupakan sumber daya 

ekonomi yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah 

sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat 

ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat 

diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta 

dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya 

nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi 

masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara 

karena alasan sejarah dan budaya.  

Barang milik daerah (aset) adalah semua kekayaan 

daerah baik yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah maupun yang berasal dari 

perolehan lain yang sah baik yang bergerak maupun yang tidak 

bergerak beserta bagian-bagiannya atau pun yang merupakan 

satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur, atau 

ditimbang termasuk hewan dan tumbuh-tumbuhan kecuali 

uang dan surat-surat berharga lainnya.3  

Salah satu elemen penting agar pengelolaan keuangan 

pemerintah daerah berjalan secara efektif dan efisien adalah 

pengelolaan aset daerah. Aset yang berada dalam pengelolaan 
                                                           
1 Mardiasmo, Otonomi dan Manajemen  Keuangan Daerah, Andi, Yogyakarta, 2002. 

hlm 10 
2 Ibid 
3 Chabib Soleh dan Heru Rochmansjah, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah, 
Sebuah Pendekatan Struktural Manuju Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, 

Fokusmedia, Bandung, 2010, hlm. 158. 
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pemerintah daerah tidak hanya yang dimiliki oleh pemerintah 

daerah saja, tetapi juga termasuk aset pihak lain yang dikuasai 

pemerintah daerah dalam rangka pelayanan ataupun 

pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah.  

Pengelolaan aset daerah mencakup perencanaan  

kebutuhan dan penganggaran; pengadaan; penggunaan; 

pemanfaatan; pengamanan dan pemeliharaan; penilaian; 

penghapusan; pemindahtanganan; penatausahaan; pembinaan, 

pengawasan, dan pengendalian. Proses tersebut merupakan 

siklus logistik yang lebih terinci yang didasarkan pada 

pertimbangan perlunya penyesuaian terhadap siklus 

perbendaharaan dalam konteks yang lebih luas (keuangan 

negara).  

Dewasa ini muncul banyak sekali permasalahan-

permasalahan yang berkaitan dengan pengelolaan Barang milik 

daerah (aset). Permasalahan-permasalahan tersebut antara lain 

yaitu terdapat perubahan dari beberapa peraturan perundang-

undangan di bidang Barang Milik Daerah (Aset). Namun, pada 

dasarnya terdapat ciri yang menonjol dari produk-produk 

hukum tersebut yaitu meletakkan landasan hukum dalam 

bidang administrasi keuangan negara dan melakukan 

pemisahan secara tegas antara pemegang kewenangan 

administratif dan pemegang kewenangan perbendaharaan. 

Selain itu, sejalan dengan kebijakan nasional yaitu adanya 

otonomi daerah serta bergulirnya perubahan struktur 

organisasi yang memunculkan penghapusan suatu satuan unit 

kerja daerah di satu sisi dan pendirian satuan unit kerja 
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daerah pada sisi yang lain membawa implikasi adanya mutasi 

barang milik daerah (aset).  

Sasaran strategis yang harus dicapai dalam kebijakan 

pengelolaan/pemanfaatan aset daerah antara lain: (1) 

Terwujudnya ketertiban administrasi mengenai kekayaan 

daerah baik menyangkut inventarisasi tanah dan bangunan, 

sertifikasi kekayaan daerah, penghapusan dan penjualan aset 

daerah, sistem pelaporan kegiatan tukar menukar, hibah, dan 

ruislag; (2) Terciptanya efisiensi dan efektifitas pembangunan 

aset daerah; (3) Pengamanan aset daerah; dan (4) Tersedianya 

data informasi yang akurat mengenai jumlah kekayaan 

daerah.4  

Namun demikian, perlu disadari bahwa mengelola aset 

daerah jangan seperti menangani harta warisan nenek moyang 

yang dapat dilakukan sehendaknya sendiri. Aset daerah 

merupakan titipan generasi mendatang yang membutuhkan 

profesionalisasi dan political will yang kokoh. Manajemen aset 

itu terbagi menjadi lima tahapan kerja yang satu sama lainnya 

saling berkaitan dan terintegrasi. Tahap yang pertama adalah 

Inventarisasi Aset, kedua adalah Legal Audit, ketiga adalah 

penilaian Aset, keempat adalah Optimalisasi Aset,  dan yang 

kelima adalah Pengembangan Sistem Informasi Manajemen 

Aset.  

Pakar manajemen aset menyatakan bahwa filosofi dari 

manajemen aset adalah ”Optimizing the utilization of assets in 

terms of service benefit and financial return”, yang mengandung 

                                                           
4 Ibid, hlm. 154-155. 
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pengertian bahwa pengelolaan aset membutuhkan minimalisasi 

biaya kepemilikan (minimize cost of ownership), 

memaksimalkan ketersediaan aset (maximize asset availability) 

dan memaksimalkan penggunaan aset (maximize asset 

utilization).5  

Oleh karena itu pengelolaan aset daerah harus ditangani 

dengan baik agar aset tersebut dapat menjadi modal awal bagi 

pemerintah daerah untuk melakukan pengembangan 

kemampuan keuangannya. Namun jika tidak dikelola dengan 

semestinya, aset tersebut justru menjadi beban biaya karena 

sebagian dari aset membutuhkan biaya perawatan atau 

pemeliharaan dan juga turun nilainya (terdepresiasi) seiring 

waktu.  

Di Buton Utara peraturan daerah yang mengatur 

mengenai Pengelolaan Barang Milik Daerah belum tersedia, 

untuk itu diperlukan penyusunan peraturan daerah Buton 

Utara yang mengatur tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. 

Untuk menyusun peraturan daerah diperlukan naskah 

akademik yang menjadi dasar acuan yang dapat 

dipertanggungjawabkan secara ilmiah bagi penyusunan 

peraturan daerah. Naskah Akademik merupakan bagian yang 

tidak dapat dipisahkan dari penyusunan sebuah Rancangan 

Peraturan Perundang- undangan, karena, memuat gagasan-

gagasan pengaturan serta materi muatan peraturan 

perundang-undangan bidang tertentu.  

                                                           
5 Makalah Manajemen Aset oleh Doli D. Siregar hal 5 
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Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan pada Pasal 1 

ayat (11) bahwa Naskah Akademik adalah naskah hasil 

penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya 

terhadap suatu masalah tertentu yang dapat 

dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan 

masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang-Undang, 

Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, atau Rancangan 

Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagai solusi terhadap 

permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.6 

  

B. Identifikasi Masalah 

Barang Milik Daerah memiliki fungsi yang sangat 

strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan tetapi dalam 

pelaksanaan pengelolaannya sarat dengan potensi konflik. 

Adapun yang menjadi tujuan dari penyusunan Naskah 

Akademik ini adalah untuk mengetahui bagaimana bentuk 

pengelolaan barang milik daerah Buton Utara. Selanjutnya, 

permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah: 

a. Apa permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah Buton 

Utara dalam rangka untuk melengkapi database yang 

akurat dalam rangka penyusunan neraca pemerintah dan 

mengenai jumlah, nilai, kondisi dan status kepemilikan dari 

barang milik daerah Buton Utara; 

                                                           
6  Undang-undang No 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan 
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b. Apa yang mendasari perlunya penyusunan Rancangan 

Peraturan Daerah Buton Utara tentang Pengelolaan Barang 

Milik Daerah sebagai dasar pemecahan masalah; 

c. Bagaimana landasan filosofis, sosiologis dan yuridis atas 

pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Buton Utara 

tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah; 

d. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup 

pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan dari 

Rancangan Peraturan Daerah Buton Utara tentang 

Pengelolaan Barang Milik Daerah.  

C.  Tujuan dan Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik 

Merujuk pada pasal 1 UU No. 12 tahun 2011 tentang 

Pembentukan Perundang-undangan dinyatakan “Naskah 

akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian 

hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah 

tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah 

mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan 

Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, atau 

Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah 

Kabupaten/Kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan 

kebutuhan hukum masyarakat.”  

Bertitik tolak dari perumusan tersebut maka dapat 

diartikan bahwa naskah akademik merupakan suatu hasil 

penelitian ataupun pengkajian yang menjadi dasar ilmiah dari 

pengaturan suatu norma hukum dalam rangka kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Adapun tujuan dan 

kegunaan naskah akademik secara umum adalah untuk 
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memberikan ‘dasar ataupun landasan” yang bersifat ilmiah 

atas pengaturan suatu norma hukum di masyarakat.  

Selain bersifat umum maka tujuan dan kegunaan naskah 

akademik memiliki kekhususan, yaitu berhubungan dengan 

materi atau muatan yang akan diatur dalam suatu peraturan 

perundang-undangan. Dalam naskah akademik ini, 

penyusunan naskah akademik Rancangan Peraturan Daerah 

Buton Utara tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.  

Seiring dengan permasalahan yang telah diidentifikasi, 

tujuan dari penyusunan naskah akademik Rancangan 

Peraturan Daerah Buton Utara tentang Pengelolaan Barang 

Milik Daerah adalah: 

a. Untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi oleh 

pemerintah Buton Utara dalam rangka untuk melengkapi 

database yang akurat dalam rangka penyusunan neraca 

pemerintah dan mengenai jumlah, nilai, kondisi dan 

status kepemilikan dari barang milik daerah Buton Utara; 

b. Untuk menemukan hal-hal penting yang mendasari 

perlunya penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Buton 

Utara tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagai 

dasar pemecahan masalah; 

c. Untuk mengetahui landasan filosofis, sosiologis dan 

yuridis atas pembentukan Rancangan Peraturan Daerah 

Buton Utara tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah; 

d. Untuk merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, 

ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah 
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pengaturan dari Rancangan Peraturan Daerah Buton 

Utara tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.  

 

Sementara itu, kegunaan dari penyusunan naskah 

akademik Rancangan Peraturan Daerah Buton Utara tentang 

Pengelolaan Barang Milik Daerah dalam rangka penertiban 

dalam penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah, 

meningkatkan pendapatan asli daerah dari pemanfaatan 

barang milik daerah, dan meningkatkan kesejahteraan serta 

membuka peluang kerja di bidang pengelolaan barang milik 

daerah, untuk itu perlu adanya peran aktif : 

1. Sebagai dasar pembaharuan dari pemerintah daerah 

Buton Utara dengan tujuan meningkatkan pendapatan asli 

daerah; 

2. Sebagai bentuk ekspresi dan peran aktif dari pemerintah 

daerah Buton Utara dalam rangka peningkatan 

pertumbuhan ekonomi dan pengelolaan barang milik 

daerah di Buton Utara; 

3. Sebagai kajian tentang urgensi peningkatan nilai ekonomis 

dari pengelolaan barang milik daerah sebagai upaya untuk 

meningkatkan Pendapatan asli daerah dari bidang 

pengelolaan barang milik daerah Buton Utara. 

D. Metode 

Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan 

Daerah Buton Utara tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah 

ini dilakukan dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
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Undangan serta praktek penyusunan Naskah Akademik yang 

selama ini dilakukan di Indonesia, baik di Badan Legislasi DPR 

RI dan BPHN Kementerian Hukum dan HAM. Metode penelitian 

untuk penyusunan Naskah Akademik ini dilakukan dengan 

studi literatur yang terkait dengan penyelenggaraan 

kepengelolaan barang milik daerahan di Buton Utara dan 

eksplorasi bahan hukum yang akan diakomodasikan dalam 

produk hukum.  

Tipe penelitiannya adalah penelitian hukum (legal 

research), guna memperkuat analisis dilakukan juga 

pengumpulan bahan-bahan melalui penelaahan dokumen, 

pengamatan (observasi), dikusi (Focus Group Discussion), 

wawancara, mendengar pendapat narasumber atau pakar dan 

lain-lain. Pengertian penelitian hukum (legal research) dalam 

hal ini adalah penelitian yang dilakukan dengan asas-asas 

hukum, teori hukum termasuk pendapat ahli. Beberapa 

peraturan perundang-undangan yang terkait dengan 

penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah 

tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. 

 
Penelitian Hukum ini, maka akan diperoleh preskripsi 

hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah 

dengan tingkat akurasi kebenaran yang maksimal yang pada 

gilirannya memberikan nilai dalam rangka pembentukan 

peraturan daerah. Selain itu, naskah akademik ini disusun 

dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan 

(statute approach) dan pendekatan kasus (case approach).  
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BAB II 

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS  

A. Kajian Teoritis  

Pengelolaan aset daerah harus ditangani dengan baik 

agar aset tersebut dapat menjadi modal awal bagi pemerintah 

daerah untuk melakukan pengembangan kemampuan 

keuangannya. Namun jika tidak dikelola dengan semestinya, 

aset tersebut justru menjadi beban biaya karena sebagian dari 

aset membutuhkan biaya perawatan atau pemeliharaan dan 

juga turun nilainya (terdepresiasi) seiring waktu.  

Tantangan bagi pengelolaan setiap jenis aset akan 

berbeda, bergantung kepada karakter dari aset tersebut. Dan 

sistem pengelolaan yang diterapkan haruslah merupakan 

prosedur yang disepakati bersama, antar pemerintah pusat dan 

pemerintah daerah, serta pihak-pihak yang terkait lainnya. 

Karena itu pengelolaan aset daerah harus dilandasi oleh 

kebijakan dan regulasi yang secara lengkap mencakup aspek 

penting dari pengelolaan finansial yang bijaksana, namun tetap 

memberikan peluang bagi daerah untuk berkreasi menemukan 

pola yang paling sesuai dengan kondisi dan budaya lokal 

sehingga memberikan kemaslahatan bagi masyarakat.  

1. Pengertian Barang Milik Daerah 

Barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli 

atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari 

perolehan lainnya yang sah. Barang milik daerah (aset) 
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adalah semua kekayaan daerah baik yang dibeli atau 

diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah maupun yang berasal dari perolehan lain yang sah 

baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak beserta 

bagian-bagiannya atau pun yang merupakan satuan 

tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur, atau 

ditimbang termasuk hewan dan tumbuh-tumbuhan kecuali 

uang dan surat-surat berharga lainnya.7  

Pengelolaan barang milik daerah tidak sekedar 

administratif semata, tetapi lebih maju berfikir dalam 

menangani aset negara, dengan bagaimana meningkatkan 

efisiensi, efektifitas dan menciptakan nilai tambah dalam 

mengelola aset. Sebagai tambahan, khusus untuk 

pengelolaan Barang  Milik Daerah (BMD) telah dikeluarkan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 

tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Dimana 

Permendagri tersebut Barang milik daerah adalah semua 

barang  yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau 

berasal dari perolehan lainnya yang sah.8  

Visi pengelolaan aset kedepan adalah menjadi the 

best state asset management on the world. Tidak sekedar 

bersifat teknis administratif semata, melainkan sudah 

bergeser ke arah bagaimana berpikir layaknya seorang 
                                                           
7 Chabib Soleh dan Heru Rochmansjah, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah, 
Sebuah Pendekatan Struktural Manuju Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, 

Fokusmedia, Bandung, 2010, hlm. 158. 
8 Pasal 1 angka 16 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman 
Pengelolaan Barang Milik Daerah. 
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manajer aset yang harus mampu merumuskan kebutuhan 

barang milik daerah (aset) secara akurat dan pasti, serta 

meningkatkan faedah dan nilai dari aset negara 

tersebut.Tantangan untuk mewujudkan visi tersebut 

tidaklah ringan, perlu kerja keras dari semua pihak 

mengingat problematika di seputar pengelolaan aset Negara 

sekarang ini begitu kompleks. Oleh karena itu, pengelolaan 

aset daerah harus ditangani oleh SDM yang profesional dan 

handal, dan mengerti tata peraturan perundangan yang 

mengatur aset daerah. 

Secara sederhana pengelolaan kekayaan (aset) daerah 

meliputi tiga fungsi utama, yaitu:  

(1) Adanya perencanaan yang tepat; 

(2) Pelaksanaan/pemanfaatan secara efisien dan efektif; dan 

(3) Pengawasan (monitoring).9  

Selain itu yang tidak kalah pentingnya adalah 

berkenaan dengan upaya optimalisasi pengelolaan atau 

pemanfaataan kekayaan daerah. Untuk itu, diperlukan 

strategi yang tepat dalam pemanfaatan aset daerah.  

Sasaran strategis yang harus dicapai dalam kebijakan 

pengelolaan/ pemanfaatan aset daerah antara lain : 

a.  Terwujudnya ketertiban administrasi mengenai 

kekayaan daerah baik menyangkut inventarisasi tanah 

dan bangunan, sertifikasi kekayaan daerah, 

penghapusan dan penjualan aset daerah, sistem 

pelaporan kegiatan tukar menukar, hibah, dan ruislag; 

                                                           
9  Ibid, hlm. 151. 
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b.  Terciptanya efisiensi dan efektifitas pembangunan aset 

daerah; 

c.  Pengamanan aset daerah; dan 

d.  Tersedianya data informasi yang akurat mengenai 

jumlah kekayaan daerah.10  

Salah satu optimalisasi  barang daerah/aset daerah 

yang dapat dilakukan agar  tidak  membebani  anggaran 

pendapatan dan belanja daerah, bahkan meningkatkan 

PAD yaitu melalui : perjanjian sewa menyewa, kerjasama 

pemanfaatan, Bangun Guna Serah (Build Operate and 

Transfer/BOT); dan Bangun Serah Guna (Build Transfer 

Operate).  Terhadap pemanfaatan aset daerah tersebut 

dikenakan retribusi daerah sebagai pembayaran atas jasa 

yang disediakan pemerintah dengan tujuan untuk 

memperoleh keuntungan yang layak sesuai dengan harga 

pasar. 

Dalam pengelolaan barang milik daerah yang sangat 

berperan adalah birokrasi merupakan salah satu 

stakeholder pengelolaan barang milik daerah dan karena itu 

memiliki peran yang strategis untuk menentukan arah dan 

sasaran dalam pengelolaan barang milik daerah. Peran ini 

semakin sentral karena dalam era otonomi daerah 

kewenangan didalam perencanaan, implementasi, dan 

pengelolaan barang milik daerah diserahkan oleh 

pemerintah pusat kepada daerah. Implikasinya tentu saja 

sangat luas, terutama pada kesiapan birokrasi daerah 

                                                           
10  Ibid, hlm. 154-155. 
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dalam mengimplementasikan kewenangan baru tersebut. 

Implikasi lainnya adalah bahwa keberhasilan pengelolaan 

barang milik daerah pada akhirnya sangat bergantung pada 

kemampuan birokrasi di daerah dalam pengelolaan barang 

milik daerah. 

Peran tersebut dapat dilakukan dimulai dengan 

perencanaan kebutuhan dan penganggaran pengelolaan 

barang milik daerah. Perencanaan Kebutuhan Barang Milik 

Negara/Daerah tersebut disusun dengan memperhatikan 

kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi 

Kementerian/Lembaga/satuan kerja perangkat daerah 

serta ketersediaan Barang Milik Negara/Daerah yang ada 

meliputi perencanaan pengadaan, pemeliharaan, 

Pemanfaatan, Pemindahtanganan, dan Penghapusan 

Barang Milik Negara/Daerah.11 Perencanaan Kebutuhan 

tersebut, kecuali untuk Penghapusan, berpedoman pada:12 

a. Standar barang; 

b. Standar kebutuhan; dan/atau 

c. Standar harga. 

Perencanaan kebutuhan barang milik daerah disusun 

dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan 

fungsi SKPD serta ketersediaan barang milik daerah yang 

ada.13 Perencanaan barang milik daerah tersebut harus 

                                                           
11 Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 

tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah 
12

 Pasal 9 ayat (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 

tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah 
13 Pasal 18 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang 
Pedoman Pengelolaan Baarang Milik Daerah. 
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dapat mencerminkan kebutuhan riil barang milik daerah 

pada SKPD sehingga dapat dijadikan dasar dalam 

penyusunan (Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah) 

RKBMD 

Pengelolaan barang milik daerah tidak terlepas dari 

manajemen barang milik daerah (aset) yang terbagi menjadi 

lima tahapan kerja yang satu sama lainnya saling berkaitan 

dan terintegrasi: 

1.    Tahap yang pertama adalah Inventarisasi Aset. Terdiri 

atas dua aspek yaitu inventarisasi fisik dan yuridis 

atau legal. Aspek fisik terdiri atas bentuk, luas, lokasi, 

volume/jumlah, jenis, alamat dan lain-lain. Kemudian, 

yang dimaksud aspek yuridis adalah status 

penguasaan, masalah legal yang dimiliki, batas akhir 

penguasaan dan lain-lain. Proses kerja yang dilakukan 

dalam tahapan pertama adalah pendataan, kodifikasi 

atau labelling, pengelompokan dan pembukuan;14 

2.    Tahapan kedua adalah Legal Audit, merupakan satu 

lingkup kerja manajemen aset yang berupa 

inventarisasi status penguasaan aset, sistem dan 

prosedur penguasaan atau pengalihan aset, identifikasi 

dan mencari solusi atas permasalahan legal. Juga 

strategi untuk memecahkan berbagai permasalahan 

legal yang terkait dengan penguasaan ataupun 

pengalihan aset;15 

                                                           
14 Hemat Dwi Nuryanto, Mengatasi Rabun Dekat Asat Daerah, Kompas, Jawa Barat, 

18 Sepetember 2008. 
15

  Ibid. 
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3.    Tahapan Ketiga adalah Penilaian Aset. Merupakan satu 

proses kerja untuk melakukan penilaian atas aset yang 

dikuasai. Biasanya ini dikerjakan oleh konsultan 

independen. Hasil dari nilai aset tersebut akan dapat 

dimanfaatkan untuk mengetahui nilai kekayaan 

maupun informasi untuk penetapan harga bagi aset 

yang ingin dijual maupun untuk disewakan, 

dimanfaatkan, maupun dikerjasamakan dengan pihak 

ketiga;16 

4.    Tahapan keempat adalah Optimalisasi Aset. Merupakan 

proses kerja dalam manajemen aset yang bertujuan 

untuk mengoptimalkan (potensi fisik, lokasi, nilai, 

jumlah/volume, legal dan ekonomi) yang terkandung 

dalam aset tersebut. Dalam tahapan ini, aset-aset yang 

dikuasai Pemda diidentifikasi dan dikelompokan atas 

aset yang memiliki potensi dan tidak memiliki potensi. 

Aset yang memiliki potensi dapat dikelompokan 

berdasarkan sektor-sektor unggulan yang menjadi 

tumpuan dalam strategi pengembangan ekonomi 

daerah, baik dalam jangka pendek, menengah maupun 

jangka panjang. Tentunya kriteria untuk menentukan 

hal tersebut harus terukur dan transparan. Sedangkan 

aset yang tidak dapat dioptimalkan, harus dicari faktor 

penyebabnya. Apakah faktor permasalahan legal, fisik, 

nilai ekonomi yang rendah ataupun faktor lainnya. 

Hasil akhir dari tahapan ini adalah rekomendasi yang 

                                                           
16

 Ibid. 
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berupa sasaran, strategi dan program untuk 

mengoptimalkan aset yang dikuasai;17 

5.   Tahapan yang kelima adalah Pengembangan Sistem 

Informasi Manajemen Aset sebagai wahana untuk 

pengawasan dan pengendalian aset. Melalui wahana 

tersebut transparansi dalam pengelolaan aset dapat 

terjamin, sehingga setiap penanganan terhadap suatu 

aset dapat termonitor secara jelas. Mulai dari lingkup 

penanganan hingga siapa yang bertanggung jawab 

menanganinya.18 

Adapaun bentuk-bentuk pemanfaatan barang milik 

negara/daerah berupa:  

a.  sewa;  

b.  pinjam pakai;  

c.  kerjasama pemanfaatan;  

d.  Bangun guna serah barang milik daerah. 

2. Ruang Lingkup Pengelolaan Barang Milik Daerah 

Barang Milik Negara/Daerah meliputi :19 

a. Barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN/D; 

b.  Barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah, 

yaitu :  

1) Barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau 

yang sejenis;  

                                                           
17

 Ibid. 
18 Ibid. 
19 Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 
tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. 
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2) Barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari 

perjanjian/kontrak;  

3) Barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan 

undang-undang; atau  

4) Barang yang diperoleh berdasarkan putusan 

pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum 

tetap.  

Pengelolaan barang milik negara/daerah meliputi:  

a. Perencanaan Kebutuhan dan penganggaran; 

b. Pengadaan; 

c. Penggunaan; 

d. Pemanfaatan; 

e. pengamanan dan pemeliharaan; 

f. Penilaian; 

g. Pemindahtanganan; 

h. Pemusnahan; 

i. Penghapusan; 

j. Penatausahaan; dan 

k. pembinaan, pengawasan dan pengendalian.   

3. Pengelolalaan Barang Milik Daerah 

Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan 

bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan pedoman 

serta melakukan pengelolaan Barang Milik Negara/ 

Daerah.20 Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia 

                                                           
20 Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 
tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. 
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mngartikan tentang pengelola adalah orang yang mengelola. 

Sedangkan pengelolaandiartikan sebagai: 

a. Proses, cara, perbuatan mengelola; 

b. Proses melakukan kegiatan tertentu dengan 

menggerakkan tenaga orang lain; 

c. Proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan 

dan tujuan organisasi; 

d. Proses yang memberikan pengawasan pada semua hal 

yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan 

pencapaian tujuan.21  

Faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan aset 

menurut Doli D. Siregar adalah inventarisasi aset, legal 

audit, penilaian aset, optimalisasi aset dan pengembangan 

SIMA (sistem informasi manajemen aset). Hal ini dapat 

dijelaskan sebagai berikut:22 

a. Inventarisasi Aset  Inventarisasi aset terdiri atas dua 

aspek, yaitu inventarisasi fisik dan yuridis/legal. Aspek 

fisik terdiri atas bentuk, luas, lokasi, volume/jumlah, 

jenis, alamat dan lain-lain. Sedangkan aspek yuridis 

adalah status penguasaan, masalah legal yang dimiliki, 

batas akhir penguasaan dan lain-lain. Proses kerja yang 

dilakukan adalah pendataan, kodifikasi/labelling, 

pengelompokan dan pembukuan/administrasi sesuai 

dengan tujuan manajemen aset. 

                                                           
21 https://kbbi.web.id/kelola 
22 Sufri Nuryamin , Jurnal “Pengelolaan Aset/Barang Milik Daerah Di Dinas 
Pekerjaan Umum Kabupaten Bantul Tahun 2014-2015”, Jurusan Ilmu Pemerintahan 

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. 
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b. Legal Audit  Legal audit merupakan satu lingkup kerja 

manajemen aset yang berupa inventarisasi status 

penguasaan aset, sistem dan prosedur penguasaan atau 

pengalihan aset, identifikasi dan mencari solusi atas 

permasalahan legal, dan strategi untuk memecahkan 

berbagai permasalahan legal yang terkait dengan 

penguasaan ataupun pengalihan aset. Permasalahan 

legal yang sering ditemui antara lain status hak 

penguasaan yang lemah, aset dikuasai pihak lain, 

pemidahtanganan aset yang tidak termonitor, dan lain-

lain. 

c. Penilaian Aset  Penilaian aset merupakan satu proses 

kerja untuk melakukan penilaian atas aset yang 

dikuasai. Biasanya ini dikerjakan oleh konsultan 

penilaian yang independen. Hasil dari nilai tersebut 

akan dapat dimanfaatkan untuk mengetahui nilai 

kekayaan maupun informasi untuk penetapan harga 

bagi aset yang ingin dijual. 

d. Optimalisasi Aset  Optimalisasi aset merupakan proses 

kerja dalam manajemen aset yang bertujuan untuk 

mengoptimalkan potensi fisik, lokasi, nilai, jumlah atau 

volume, legal dan ekonomi yang dimiliki aset tersebut. 

Dalam tahapan ini aset-aset yang dikuasai pemda 

diidentifikasikan dan dikelompokan atas aset yang 

memiliki potensi dan tidak memiliki potensi. Aset yang 

memiliki potensi dapat dikelompokan berdasarkan 

sektor-sektor unggulan yang menjadi tumpuan dalam 
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strategi pengembangan ekonomi nasional, baik dalam 

jangka pendek, menengah maupun jangka panjang. 

Tentunya kriteria untuk menentukan hal tersebut harus 

terukur dan transparan. Sedangkan aset yang tidak 

dapat dioptimalkan harus dicari faktor penyebabnya. 

Apakah faktor permasalahan legal, fisik, nilai ekonomi 

yang rendah, ataupun faktor lainnya. Hasil akhir dari 

tahapan ini adalah rekomendasi yang berupa sasaran, 

strategi dan program untuk mengoptimalkan aset yang 

dikuasasi. 

e. Pengawasan dan Pengendalian  Pengawasan dan 

pengendalian pemanfaatan dan pengalihan aset 

merupakan satu permasalahan yang sering menjadi 

hujatan kepada pemda saat ini. Satu sarana yang efektif 

untuk meningkatkan kinerja aspek ini adalah 

pengembangan SIMA. Melalui SIMA, transparansi kerja 

dalam pengelolaan aset sangat terjamin tanpa perlu 

adanya kekhawatiran akan pengawasan dan 

pengendalian yang lemah. Dalam SIMA ini keempat 

aspek itu diakomodasi dalam sistem dengan 

menambahkan aspek pengawasan dan pengendalian. 

Sehingga setiam penanganan terhadap satu aset, 

termonitor jelas, mulai dari lingkup penanganan hingga 

siapa yang bertanggungjawab menanganinya. Hal ini 

yang diharapkan akan meminimalkan KKN (Kolusi, 

Korupsi, dan Nepotisme) dalam tubuh Pemda 
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Pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik 

daerah adalah Gubernur/bupati/walikota, berwenang dan 

bertanggungjawab untuk:23 

a. Menetapkan kebijakan pengelolaan Barang Milik 

Daerah; 

b. Menetapkan Penggunaan, Pemanfaatan, atau 

Pemindahtanganan Barang Milik Daerah berupa tanah 

dan/atau bangunan; 

c. Menetapkan kebijakan pengamanan dan pemeliharaan 

Barang Milik Daerah; 

d. Menetapkan pejabat yang mengurus dan menyimpan 

Barang Milik Daerah; 

e. Mengajukan usul Pemindahtanganan Barang Milik 

Daerah yang memerlukan persetujuan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah; 

f. Menyetujui usul Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan 

Penghapusan Barang Milik Daerah sesuai batas 

kewenangannya; 

g. Menyetujui usul Pemanfaatan Barang Milik Daerah 

berupa sebagian tanah dan/atau bangunan dan selain 

tanah dan/atau bangunan; dan 

h. Menyetujui usul Pemanfaatan Barang Milik Daerah 

dalam bentuk Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur.  

                                                           
23

 Pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 

tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. 
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Sedangkan Pengelola Barang Milik Daerah adalah 

Sekretaris Daerah, yang berwenang dan bertanggung jawab 

untuk :24 

a. Meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan Baran 

Milik Daerah; 

b. Meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan 

pemeliharaan/perawatan Barang Milik Daerah; 

c. Mengajukan usul Pemanfaatan dan Pemindahtanganan 

Barang Milik Daerah yang memerlukan persetujuan 

Gubernur/Bupati/Walikota; 

d. Mengatur pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, 

Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah; 

e. Mengatur pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik 

Daerah yang telah disetujui oleh Gubernur/ 

Bupati/Walikota atau Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah; 

f. Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan Inventarisasi 

Barang Milik Daerah; dan 

g. Melakukan pengawasan dan pengendalian atas 

pengelolaan Barang Milik Daerah 

 

Sementara itu, Kepala satuan kerja perangkat daerah 

adalah Pengguna Barang Milik Daerah. Pengguna Barang 

                                                           
24

 Pasal 5 ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 

tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. 



NASKAH AKADEMIK 

 
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara 

tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah 
 

Kerjasama Antara Sekretariat DPRD Kabupaten Buton Utara 
Dengan LPPM Universitas Halu Oleo Kendari 26 

Milik Daerah adalah Kepala satuan kerja perangkat daerah, 

yang berwenang dan bertanggung jawab untuk :25 

a. Mengajukan rencana kebutuhan dan penganggaran 

Barang Milik Daerah bagi satuan kerja perangkat 

daerah yang dipimpinnya; 

b. Mengajukan permohonan penetapan status Penggunaan 

Barang Milik Daerah yang diperoleh dari beban 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan 

perolehan lainnya yang sah; 

c. Melakukan pencatatan dan Inventarisasi Barang Milik 

Daerah yang berada dalam penguasaannya; 

d. Menggunakan Barang Milik Daerah yang berada dalam 

penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan 

tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah yang 

dipimpinnya; 

e. Mengamankan dan memelihara Barang Milik Daerah 

yang berada dalam penguasaannya; 

f. Mengajukan usul Pemanfaatan dan Pemindahtanganan 

Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan 

yang tidak memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah dan Barang Milik Daerah selain tanah 

dan/atau bangunan; 

g. Menyerahkan Barang Milik Daerah berupa tanah 

dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk 

kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan 

kerja perangkat daerah yang dipimpinnya dan sedang 

                                                           
25

 Pasal 8 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 

tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. 
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tidak dimanfaatkan Pihak Lain, kepada Gubernur/ 

Bupati/Walikota melalui Pengelola Barang; 

h. Mengajukan usul Pemusnahan dan Penghapusan 

Barang Milik Daerah; 

i. Melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian 

atas Penggunaan Barang Milik Daerah yang berada 

dalam penguasaannya; dan 

j. Menyusun dan menyampaikan laporan barang 

pengguna semesteran dan laporan barang pengguna 

tahunan yang berada dalam penguasaannya kepada 

Pengelola Barang.  

4. Penghapusan dan Pemusnahan Barang Milik Daerah  

Penghapusan Barang Milik Negara/Daerah 

merupakan kegiatan akhir dari pelaksanaan pengelolaan 

Barang Milik Negara/Daerah, sebagai upaya untuk 

membersihkan pembukuan dan laporan Barang Milik 

Negara/Daerah dari catatan atas Barang Milik 

Negara/Daerah yang sudah tidak berada dalam penguasaan 

Pengelola Barang/Pengguna Barang/Kuasa Pengguna 

Barang dengan        selalu memperhatikan asas-asas dalam 

pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.26  

Penghapusan meliputi:27 

a. Penghapusan dari Daftar Barang Pengguna dan/atau 

Daftar Barang Kuasa Pengguna; dan 

b. Penghapusan dari Daftar Barang Milik Negara/Daerah.   

                                                           
26 Penjelasan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 

tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. 
27 Pasal 81 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 
tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. 
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Sementara itu, Pemusnahan Barang Milik 

Negara/Daerah dilakukan dalam hal Barang Milik 

Negara/Daerah sudah tidak dapat digunakan, tidak dapat 

dimanfaatkan, atau alasan lainnya sesuai ketentuan 

peraturan perundang-undangan. Pemusnahan Barang Milik 

Negara/Daerah harus mempertimbangkan tidak adanya 

unsur kerugian bagi Negara/Daerah dan kesejahteraan 

masyarakat.28 

 
B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip Yang Terkait Dengan 

Penyusunan Norma 

Di dalam Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945 ditentukan 

bahwa Pemerintah Daerah berhak menetapkan Peraturan 

Daerah (Perda) dan peraturan-peraturan lain untuk 

melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.29 dengan 

demiklian, Pemerintah Daerah dalam  melaksanakan otonomi 

daerah berdasarkan asas desentralisasi dan dekonsentrasi 

serta tugas pembantuan. Di bidang otonomi, Perda dapat 

mengatur segala urusan pemerintahan dan kepentingna 

masyarakat yang tidak diatur oleh pusat. Sedangkan dibidang 

tunggas pembantuan Perda tidak mengatur substansi urusan 

pemerintahan atau kepentingan masyarakat. Perda ditugas 

pembantuan hanya mengatur tatacara melaksanakan 

substansi urusan pemerintahan atau suatu kepentingan 

masyarakat. Tugas pembantuan diadakan berdasarkan 

berbagai pertimbangan. Pertama, agar suatu urusan dapat 
                                                           
28

 Penjelasan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 

tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. 
29 Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945. 



NASKAH AKADEMIK 

 
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara 

tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah 
 

Kerjasama Antara Sekretariat DPRD Kabupaten Buton Utara 
Dengan LPPM Universitas Halu Oleo Kendari 29 

diselenggarakan efektif dan efisien. Kedua, dalam pelaksanaan 

dimungkinkan penyesuaian-penyesuaian menurut keadaan 

masing-masing daerah. Ketiga, selain fungsi efisien dan 

efektivitas, tugas pembantuan dapat juga digunakan sebagai 

cara persiapan sebelum suatu urusan diserahkan menjadi 

urusan rumah tangga daerah. Keempat, tugas pembantuan 

merupakan cara pusat pemerintahan menunjang atau 

membantu daerah dengan menyediakan dana atau fasilitas 

yang diperlukan tanpa harus mencampuri pelaksanaan.30 

Pemerintah Daerah dalam melakukan pembentukan 

undang-undang harus pula berdasar pada asas pembentukan 

perundang-undangan yang baik. Asas pembentukan peraturan 

perundang-undangan tersebut meliputi: 

1. Kejelasan Tujuan; 

        Yang dimaksud dengan “asas kejelasan tujuan” 

adalah bahwasetiap Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan harusmempunyai tujuan yang jelas yang hendak 

dicapai. 

2. Kelembagaan Atau Pejabat Pembentuk Yang Tepat; 

        Yang dimaksud dengan “asas kelembagaan atau 

pejabat pembentuk yang tepat” adalah bahwa setiap jenis 

Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga 

negara atau pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-

undangan yang berwenang. Peraturan Perundang-

undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi 

                                                           
30 Bagir Manan, 2004, Menyongsong Fajar Otonomi Daerah, Pusat Studi Hukum 

Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, hlm. 74-75. 
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hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat 

yang tidak berwenang. 

3. Kesesuaian Antara Jenis, Hierarki, Dan Materi Muatan; 

Yang dimaksud dengan “asas kesesuaian antara jenis, 

hierarki, dan materi muatan” adalah bahwa dalam 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus 

benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat 

sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-

undangan. 

4. Dapat Dilaksanakan; 

     Yang dimaksud dengan “asas dapat dilaksanakan” 

adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan 

Perundangundangan tersebut di dalam masyarakat, baik 

secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis. 

5. Kedayagunaan Dan Kehasilgunaan; 

Yang dimaksud dengan “asas kedayagunaan dan 

kehasilgunaan” adalah bahwa setiap Peraturan 

Perundangundangan dibuat karena memang benar-benar 

dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 

6. Kejelasan Rumusan;  

Yang dimaksud dengan “asas kejelasan rumusan” 

adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus 

memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan 

Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau 

istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah 
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dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam 

interpretasi dalam pelaksanaannya. 

7. Keterbukaan. 

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah 

bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, 

pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan 

pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan 

demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai 

kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan 

masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundang 

undangan.31 

Selain berdasar pada asas pembentukan peraturan 

perundang-undangan yang baik, materi muatan peraturan 

perundang-undangan harus memuat asas: 

1. Pengayoman; 

        Yang dimaksud dengan “asas pengayoman” adalah 

bahwa setiap Materi Muatan Peraturan 

Perundangundangan harus berfungsi memberikan 

pelindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat. 

2. Kemanusiaan; 

         Yang dimaksud dengan “asas kemanusiaan” adalah 

bahwa setiap Materi Muatan Peraturan 

Perundangundangan harus mencerminkan pelindungan 

dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan 

                                                           
31 Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-Undangan. 
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martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia 

secara proporsional. 

3. Kebangsaan; 

             Yang dimaksud dengan “asas kebangsaan” adalah 

bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-

undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa 

Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip 

Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

 

4. Kekeluargaan; 

             Yang dimaksud dengan “asas kekeluargaan” adalah 

bahwa setiap Materi Muatan Peraturan 

Perundangundangannharus mencerminkan musyawarah 

untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan 

keputusan. 

5. Kenusantaraan; 

                      Yang dimaksud dengan “asas kenusantaraan” adalah 

bahwa setiap Materi Muatan Peraturan 

Perundangundangan senantiasa memperhatikan 

kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan Materi Muatan 

Peraturan Perundang-undangan yang dibuat di daerah 

merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang 

berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945. 

6. Bhinneka Tunggal Ika; 

             Yang dimaksud dengan “asas bhinneka tunggal ika” 

adalah bahwa Materi Muatan Peraturan 
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Perundangundangan harus memperhatikan keragaman 

penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus 

daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, 

berbangsa, dan bernegara. 

7. Keadilan; 

         Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa 

setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan 

harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi 

setiap warga negara. 

 

8. Kesamaan Kedudukan Dalam Hukum dan Pemerintahan; 

              Yang dimaksud dengan “asas kesamaan kedudukan 

dalam hukum dan pemerintahan” adalah bahwa setiap 

Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh 

memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar 

belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, 

atau status sosial. 

9. Ketertiban Dan Kepastian Hukum;  

              Yang dimaksud dengan “asas ketertiban dan 

kepastian hukum” adalah bahwa setiap Materi Muatan 

Peraturan Perundang-undangan harus dapat mewujudkan 

ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian 

hukum. 

10. Keseimbangan, Keserasian, Dan Keselarasan. 

              Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan, 

keserasian, dan keselarasan” adalah bahwa setiap Materi 

Muatan Peraturan Perundang-undangan harus 
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mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, 

antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan 

bangsa dan negara.32 

 

Mengenai maksud dari Pengaturan tentang pengelolaan 

barang milik daerah itu sendiri untuk menyeragamkan langkah 

dan tindakan dalam pengelolaan barang milik daerah sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sedangkan 

tujuan pengelolaan barang milik daerah adalah: 

1. memberikan pedoman dalam pelaksanaan pengelolaan 

barang milik daerah; 

2. mewujudkan tertib administrasi pengelolaan barang milik 

daerah; 

3. menciptakan efisiensi dan efektifitas penggunaan barang 

milik daerah; 

4. tersusunnya neraca kekayaan daerah yang dapat 

dipertanggungjawabkan yang bersumber pada daftar 

barang milik daerah; 

5. memberikan informasi mengenai status hukum barang 

milik daerah serta memberikan jaminan/kepastian hukum 

pengelolaan barang milik daerah;  

6. memberikan kemudahan dalam melakukan evaluasi kinerja 

pengelolaan barang milik daerah; 

7. mengamankan barang milik daerah; dan 

8. mewujudkan akuntabilitas pengelolaan barang milik 

daerah. 

                                                           
32 Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-Undangan. 
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Proses pengelolaan barang milik daerah apabila 

diperdalam ada beberapa asas ataupun aspek penting yang 

terkait yaitu : 

1. asas atau aspek fungsional yaitu pengelolaan barang milik 

daerah oleh pemegang kekuasaan pengelolaan barang, 

Pengelola Barang, Pembantu Pengelola Barang, Penggguna 

Barang, dan Kuasa Pengguna Barang harus dilaksanakan 

sesuai wewenang dan tanggung jawabnya masing-masing; 

2. asas atau aspek kepastian hukum yaitu pengelolaan barang 

milik daerah harus dilaksanakan berdasarkan hukum dan 

ketentuan peraturan perundang-undangan; 

3. asas atau aspek transparansi dan keterbukaan yaitu 

penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah harus 

mampu memberikan keterangan yang jelas terhadap hak 

masyarakat dalam memperoleh informasi secara benar; 

4. asas atau aspek efisiensi yaitu pengelolaan barang milik 

daerah diarahkan agar barang milik daerah dapat 

digunakan sesuai batasan-batasan standar kebutuhan yang 

diperlukan dalam rangka menunjang penyelenggaraan 

tugas pokok dan fungsi Pemerintah Daerah secara berdaya 

guna dan berhasil guna; 

5. asas atau aspek akuntabilitas yaitu setiap kegiatan 

pengelolaan barang milik daerah harus dapat 

dipertanggungjawabkan dari segi fisik, administratif 

maupun keuangan; 

6. asas atau aspek kepastian nilai yaitu pengelolaan barang 

milik daerah harus dapat disajikan secara akurat mengenai 
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jumlah dan nilai barang milik daerah dalam rangka 

optimalisasi pemanfaatan dan pemindahtanganan serta 

penyusunan buku induk inventaris dan Neraca Daerah. 

 

C. Kajian Terhadap Penyelenggaraan, Kondisi Yang ada Serta 

Permasalahan Yang Dihadapi Masyarakat 

Berdasarkan data dari jumlah barang milik daerah yang 

ada di Buton Utara sangat banyak oleh karena itu pengelolaan 

barang milik daerah tersebut perlu dilakukan manajemen yang 

baik. Salah satu elemen penting agar pengelolaan keuangan 

pemerintah daerah berjalan secara efektif dan efisien adalah 

pengelolaan barang milik daerah, yang berada dalam 

pengelolaan pemerintah daerah tidak hanya yang dimiliki oleh 

pemerintah daerah saja, tetapi juga termasuk barang milik 

daerah pihak lain yang dikuasai pemerintah daerah dalam 

rangka pelayanan ataupun pelaksanaan tugas dan fungsi 

pemerintah daerah.  

Pengelolaan barang milik daerah harus ditangani dengan 

baik agar barang milik daerah tersebut dapat menjadi modal 

awal bagi pemerintah daerah untuk melakukan pengembangan 

kemampuan keuangannya. Namun jika tidak dikelola dengan 

semestinya, barang milik daerah tersebut justru menjadi beban 

biaya karena sebagian dari barang milik daerah membutuhkan 

biaya perawatan atau pemeliharaan dan juga turun nilainya 

(terdepresiasi) seiring waktu.  
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Berdasarkan data yang ada bahwa Permasalahan yang 

sering dihadapi oleh dalam pengelolaan barang milik daerah 

adalah: 

(1) Data Asset Belum Valid; 

(2) Asset Yang Bernilai nol (0); 

(3) Tidak adanya Regulasi yang mengatur tentang pengelolaan 

Barang milik daerah Pemkot; 

(4) SDM dan Sarana Pendukung Pengelolaan Barang milik 

daerah Yang Belum Memadai; 

(5) Masih adanya asset yang belum memiliki Bukti Kepemilikan; 

(6) Adanya Asset Yang telah dikuasai dan digunakan oleh 

Pemkot masih diakui sebagai Milik Pihak Lain.  

Untuk itu agar pengelolaan barang milik daerah dapat 

memberikan bermanfaat dan berhasil diperlukan peran seluruh 

stakeholder (SKPD, pengguna barang milik daerah dan 

masyarakat Buton Utara). Oleh karena itu berdasarkan 

permasalahan yang dihadapai diatas tersebut maka perlu 

adanya suatu pengaturan secara lebih khusus dalam bentuk 

produk hukum yaitu peraturan daerah Buton Utara tentang 

Pengelolaan Barang Milik Daerah.  

 
D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Penyelenggaraan 

Sistem Baru Yang Diatur dalam Perda Terhadap Aspek 

Kehidupan Masyarakat dan Dampak Terhadap Pendapatan 

Asli Daerah 

 Pada dasarnya pengelolaan barang milik daerah apabila 

di kelola dengan baik akan menambah pendapatan daerah. 
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Pendapatan daerah adalah hak  pemerintah daerah  yang 

diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode 

tahun yang bersangkutan (Pasal 1 ayat (13) Undang-undang  

No. 33 Tahun 2004). Pendapatan daerah sebagaimana 

dimaksud di atas  bersumber dari : Pendapatan asli daerah 

(PAD), yaitu  pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut 

berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku, yang bersumber dari: 

(a) Pajak Daerah; 

(b) Retribusi Daerah; 

(c) Hasil pengelolaan kekayanaan daerah yang dipisahkan; dan 

(d) Lain-lain PAD yang sah yang meliputi : 

(1) Hasil penjualan kekayaan  daerah yang tidak dipisahkan; 

(2) Jasa giro; 

(3) Pendapatan bunga; 

(4) Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata   

uang asing; 

(5) Komisi; 

(6) Potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari 

penjualan dan/atau pengadaan barang dan/jasa oleh 

daerah, yang semuanya bertujuan untuk memberikan  

keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan  

dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan 

asas desentralisasi.  

Secara sosiologis, pelaksanaan otonomi daerah di 

Indonesia dapat dipandang sebagai suatu strategi yang  

memiliki tujuan ganda. Pertama, pemberian otonomi daerah 
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merupakan strategi untuk merespon tuntutan masyarakat 

daerah terhadap tiga permasalahan utama, yaitu sharing of 

power, distribution of income, dan kemandirian  sistem 

manajemen di daerah. Kedua, otonomi daerah dimaksudkan 

sebagai strategi untuk memperkuat perekonomian daerah 

dalam rangka memperkokoh perekonomian nasional untuk 

menghadapi era perdagangan bebas.33  

Namun demikian, pemberian otonomi daerah tidak 

berarti permasalahan bangsa akan selesai dengan sendirinya. 

Bertambahnya urusan  yang menjadi kewenangan daerah 

sebagai konsekuensi dari otonomi daerah menimbulkan 

pengaruh bertambahnya volume urusan terutama berkenaan 

dengan pengurusan atau pengelolaan aset/kekayaan daerah. 

Oleh karena itu, otonomi daerah tersebut harus diikuti dengan 

serangkaian reformasi pemerintah daerah. Dimensi reformasi 

pemerintahan daerah tersebut tidak saja sekadar perubahan 

struktur organisasi pemerintahan daerah, akan tetapi 

mencakup berbagai instrumen yang diperlukan untuk 

mendukung berjalannya lembaga-lembaga daerah tersebut 

secara ekonomis, efisien, efektif, transparan, dan akuntabel, 

salah satunya penataan mengenai pengelolaan kekayaan / aset 

daerah.  

Pengelolaan barang milik daerah harus diawali dari 

penyiapan sumber daya manusia yang mumpuni dan memiliki 

pemahaman yang baik tentang pengelolaan barang milik 

daerah. Hal ini penting karena dengan sumber daya manusia 

                                                           
33

 Mardiasmo, Otonomi dan Manajemen  Keuangan Daerah, Andi, Yogyakarta, 2002.  
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yang berkualitas, maka penerapan pengelolaan barang milik 

daerah dapat dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku, sehingga diharapkan dapat 

membersihkan catatan temuan pemeriksaan BPK. Pengelolaan 

barang milik daerah dilaksanakan berdasarkan asas 

fungsional, kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, 

efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai.  
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BAB III 

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-

UNDANGAN TERKAIT PENGELOLAAN  

BARANG MILIK DAERAH 

 

Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang 

pembentukan Peraturan Perundang-undangan, secara jelas 

telah mengatur mengenai materi muatan Peraturan Daerah 

dalam pasal 14 yaitu :” materi muatan Peraturan Daerah 

Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi 

muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan 

tugas pembatuan serta menampung kondisi khusus daerah 

dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-

undangan yang lebih tinggi”.  

Memasuki era otonomi daerah atau desentralisasi saat 

ini, DPRD dan pemerintah daerah mempunyai kewenangan 

yang luas dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dari 

sisi praksis tidak jarang terjadi dalam penerapan 

kewenangannya tidak selaras dengan Peraturan Perundang-

undangan yang lebih tinggi atupun dengan peraturan 

Perundang-undangan yang sama. Oleh karena itu, DPRD dan 

Kepala Daerah dalam membentuk Peraturan Daerah harus 

selalu memperhatikan asas pembentukan dan asas materi 

muatan Peraturan Perundang-undangan.  

Pembentukan Peraturan Daerah dalam hal ini materinya 

jelas dilarang bertentangan dengan kepentingan umum 
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dan/atau Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi 

kedudukannya, yaitu : 

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945 

2. Undang-undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang 

3. Peraturan Pemerintah,dan 

4. Peraturan Presiden. 

 
Hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam pasal 236 

ayat (3) Huruf b Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah, yang menyatakan bahwa ”materi muatan 

yang diatur dalam perda merupakan penjabaran lebih lanjut 

dari peraturan perundang-undangan lebih tinngi .” 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 memberikan kekuasaan yang 

sangat luas bagi pemerintah daerah untuk mengeluarkan 

peraturan daerah. Adapun pasal tersebut berbunyi, 

”pemerintahan daerah berhak menetapkan Peraturan 

daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan 

otonomi dan tugas perbantuan”. 

2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Pasal 25 huruf c, Pasal 42 ayat (1) 

huruf a, dan Pasal 136 ayat (1) yang masing-masing juga 

menyatakan hal serupa. 

3. Pasal 25 huruf c berbunyi : “Kepala daerah mempunyai 

tugas dan wewenang menetapkan Perda yang telah 

mendapat persetujuan bersama DPRD”; 
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4. Pasal 42 ayat (1) huruf a berbunyi : “DPRD mempunyai 

tugas dan wewenang membentuk Perda yang dibahas 

dengan kepala daerah untuk mendapat persetujuan 

bersama”. 

5. Pasal 242 berbunyi : 

(1) Perda ditetapkan oleh kepala daerah setelah mendapat 

persetujuan bersama DPRD. 

(2) Perda dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi 

daerah provinsi/ kabupaten/kota dan tugas 

pembantuan. 

(3) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan 

penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-

undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri 

khas masing-masing daerah. 

(4) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang 

bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau 

peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. 

(5) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku 

setelah diundangkan dalam lembaran daerah. 

 
Berdasarkan ketentuan-ketentuan diatas, pembentukan 

peraturan daerah mengenai pengelolaan barang milik daerah 

tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang 

Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 

dan Peraturan Pemerintah serta Peraturan Menteri Dalam 

Negeri yang berkaitan dengan pengelolaan barang milik daerah. 
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Barang milik daerah merupakan sumber daya yang 

mutlak diperlukan dalam penyelenggaraan pemerintahan. 

Barang milik daerah merupakan sumber daya ekonomi yang 

dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah sebagai akibat dari 

peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau 

sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh 

pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam 

satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang 

diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat.  

Barang milik daerah adalah semua kekayaan daerah baik 

yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah maupun yang berasal dari perolehan lain 

yang sah baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak 

beserta bagian-bagiannya atau pun yang merupakan satuan 

tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur, atau ditimbang 

termasuk hewan dan tumbuh-tumbuhan kecuali uang dan 

surat-surat berharga lainnya. 

Adapun yang menjadi Barang Milik Negara/Daerah 

meliputi :  

1.  barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN/D; 

2.  barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah, 

yaitu :  

a.  barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau 

yang sejenis;  

b. barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari 

perjanjian/kontrak;  
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c. barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan undang-

undang; atau  

d. barang yang diperoleh berdasarkan putusan 

pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum 

tetap.  

 
A. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan 

Negara 

Dasar filosofi keuangan Negara hal ini berkaitan dalam 

rangka pencapaian tujuan bernegara sebagaimana tercantum 

dalam alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 

dibentuk pemerintahan negara yang menyelenggarakan fungsi 

pemerintahan dalam berbagai bidang. Pembentukan 

pemerintahan negara tersebut menimbulkan hak dan kewajiban 

negara yang dapat dinilai dengan uang yang perlu dikelola dalam 

suatu sistem pengelolaan keuangan negara.  

Sebagai suatu negara yang berkedaulatan rakyat, 

berdasarkan hukum, dan menyelenggarakan pemerintahan 

negara berdasarkan konstitusi, sistem pengelolaan keuangan 

negara harus sesuai dengan aturan pokok yang ditetapkan 

dalam Undang-Undang Dasar. Dalam Undang-Undang Dasar 

1945 Bab VIII Hal Keuangan, antara lain disebutkan bahwa 

anggaran pendapatan dan belanja negara ditetapkan setiap 

tahun dengan undang-undang, dan ketentuan mengenai pajak 

dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan 

negara serta macam dan harga mata uang ditetapkan dengan 

undang-undang. Hal-hal lain mengenai keuangan negara sesuai 

dengan amanat Pasal 23C diatur dengan undang-undang. 
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Landasan Filosofis Perda ini sebagai pengelolaan barang 

milik daerah harus ditangani dengan baik agar barang milik 

daerah tersebut dapat menjadi modal awal bagi pemerintah 

daerah untuk melakukan pengembangan kemampuan 

keuangannya. Namun jika tidak dikelola dengan semestinya, 

barang milik daerah tersebut justru menjadi beban biaya 

karena sebagian dari barang milik daerah membutuhkan biaya 

perawatan atau pemeliharaan dan juga turun nilainya 

(terdepresiasi) seiring waktu.  

B. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 Tentang 

Perbendaharaan Negara 

Dasar filosofi Penyelenggaraan pemerintahan negara 

untuk mewujudkan tujuan bernegara menimbulkan hak dan 

kewajiban negara yang perlu dikelola dalam suatu sistem 

pengelolaan keuangan negara. Pengelolaan keuangan negara 

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Indonesia Tahun 1945 perlu dilaksanakan 

secara professional, terbuka, dan bertanggung jawab untuk 

sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, yang diwujudkan dalam 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).  

Sebagai landasan hukum pengelolaan negara tersebut, 

pada tanggal 5 April 2003 telah diundangkan Undang-undang 

Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Undang-
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undang Nomor 17 Tahun 2003 ini menjabarkan lebih lanjut 

aturan-aturan pokok yang telah ditetapkan dalam Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ke 

dalam asas-asas umum pengelolaan keuangan negara. Sesuai 

dengan ketentuan dalam Pasal 29 Undang-undang Nomor 17 

Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dalam rangka 

pengelolaan dan pertanggungjawaban Keuangan Negara yang 

ditetapkan dalam APBN dan APBD, perlu ditetapkan kaidah-

kaidah hukum administrasi keuangan negara.  

Sampai dengan saat ini kaidah-kaidah tersebut masih 

didasarkan pada ketentuan dalam Undang-undang 

Perbendaharaan Indonesia/Indische Comptabiliteitswet (ICW) 

Staatsblad Tahun 1925 Nomor 448 sebagaimana telah 

beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 

9 Tahun 1968 (Lembaran Negara Repulik Indonesia Tahun 

1968 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2860) 

Undang-undang Perbendaharaan Indonesia tersebut tidak 

dapat lagi memenuhi kebutuhan pengelolaan keuangan negara 

yang sesuai dengan tuntutan perkembangan demokrasi, 

ekonomi, dan teknologi.  

Oleh karena itu, Undang-undang tersebut perlu diganti 

dengan undang-undang baru yang mengatur kembali 

ketentuan di bidang perbendaharaan negara, sesuai dengan 

tuntutan perkembangan demokrasi, ekonomi, dan teknologi 

modern.  

Undang-undang tentang Perbendaharaan Negara ini 

dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum di bidang 
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administrasi keuangan negara. Dalam Undang-undang 

Perbendaharaan Negara ini ditetapkan bahwa Perbendaharaan 

Negara adalah pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan 

negara, termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan, 

yang ditetapkan dalam APBN dan APBD. 

Sesuai dengan pengertian tersebut, dalam Undang-

undang Perbendaharaan Negara ini diatur ruang lingkup dan 

asas umum perbendaharaan negara, kewenangan pejabat 

perbendaharaan negara, pelaksanaan pendapatan dan belanja 

negara/daerah, pengelolaan uang negara/daerah, pengelolaan 

piutang dan utang negara/daerah, pengelolaan investasi 

danbarang milik negara/daerah, penatausahaan dan 

pertanggungjawaban APBN/APBD, pengendalian intern 

pemerintah, penyelsaian kerugian negara/daerah, serta 

pengelolaan keuangan badan layanan umum.  

Sesuai dengan kaidah-kaidah yang baik dalam 

pengelolaan keuangan negara, Undang-undang 

Perbendaharaan Negara ini menganut asas kesatuan, asas 

universitas, asas tahunan, dan asas spesialitas. Asas kesatuan 

menghendaki agar senua Pendapatan dan Belanja 

Negara/Daerah disajikan dalam satu dokumen anggaran. Asas 

universitas mengharuskan agar setiap transaksi keuangan 

ditampilkan secara utuh dalam dokumen anggaran. Asas 

tahunan menbatasi masa berlakunya anggaran untuk suatu 

tahun tertentu. Asas spesialitas mewajibkan agar kredit 

anggaran yang disediakan terinci secara jelas peruntukannya.  



NASKAH AKADEMIK 

 
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara 

tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah 
 

Kerjasama Antara Sekretariat DPRD Kabupaten Buton Utara 
Dengan LPPM Universitas Halu Oleo Kendari 49 

Demikian pula Undang-undang Perbendaharaan Negara 

ini memuat ketentuan yang mendorong profesionalitas, serta 

menjamin keterbukaan dan akuntabilitas dalam pelaksanaan 

anggaran. Ketentuan yang diatur dalam Undang-undang 

Perbendaharaan Negara ini dimaksudkan pula untuk 

memperoleh landasan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi 

daerah. Dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dan otonomi 

daerah, kepada daerah telah diberikan kewenangan yang luas, 

demikian pula dana yang diperlukan untuk menyelenggaran 

kewenangan yang luas, demikian pula dana yang diperlukan 

untuk menyelenggarakan kewenangan itu. Agar kewenangan 

dan dana tersebut dapat digunakan dengan sebaik-baiknya 

untuk penyelenggaraan tugas pemerintahan di daerah, 

diperlukan kaidah-kaidah sebagai rambu-rambu dalam 

pengelolaan keuangan daerah.  

Oleh karena itu Undang-undang Perbendaharaan Negara 

ini selain menjadi landasan hukum dalam pelaksanaan 

reformasi pengelolaan Keuangan Negara pada tingkat 

pemerintah pusat, berfungsi pula untuk memperkokoh 

landasan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah 

dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

C. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 

2014 tentang  Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah 

Pasal 3 ayat (1) dan ayat dua menentukan bahwa 

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dilaksanakan 

berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi, 
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efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai. Pengelolaan Barang 

Milik Negara/Daerah meliputi: 

1. Perencanaan Kebutuhan dan penganggaran; 

2. pengadaan; 

3. Penggunaan; 

4. Pemanfaatan; 

5. pengamanan dan pemeliharaan; 

6. Penilaian; 

7. Pemindahtanganan; 

8. Pemusnahan; 

9. Penghapusan; 

10. Penatausahaan; dan 

11. pembinaan, pengawasan dan pengendalian. 

D. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 

tentang Pedoman  Pengelolaan Barang Milik Daerah 

Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah, yang 

selanjutnya disingkat RKBMD, adalah dokumen perencanaan 

kebutuhan barang milik daerah untuk periode 1 (satu) tahun. 

Tata Cara Penyusunan RKBMD Pengadaan Barang Milik 

Daerah Pada Pengguna Barang  Pasal 27 ayat (1) menentukan 

bahwa Kuasa Pengguna Barang menyusun usulan RKBMD 

Pengadaan barang milik daerah di lingkungan Kuasa Pengguna 

Barang yang dipimpinnya.    

Pasal 28 ayat (1) Pengguna Barang melakukan 

penelaahan atas usulan RKBMD Pengadaan yang disampaikan 

oleh Kuasa Pengguna Barang. Ayat (3) Penelaahan atas usulan 

RKBMD Pengadaan yang disampaikan oleh Kuasa Pengguna 
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Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan 

untuk memastikan kebenaran data masukan (input) 

penyusunan usulan RKBMD Pengadaan yang sekurang-

kurangnya mempertimbangkan: 

1. kesesuaian program perencanaan dan standar sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dan  ayat (2); dan 

2. ketersediaan barang milik daerah di lingkungan Pengguna 

Barang. 

Hasil penelaahan atas usulan RKBMD Pengadaan yang 

disampaikan oleh Kuasa Pengguna Barang sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) tersebut digunakan oleh Pengguna 

Barang dalam menyusun RKBMD Pengadaan barang milik 

daerah pada tingkat Pengguna Barang yang 

sekurangkurangnya memuat informasi: 

1. nama Kuasa Pengguna Barang; 

2. nama Pengguna Barang; 

3. program; 

4. kegiatan; 

5. data daftar barang pada Pengguna Barang  dan/atau daftar 

barang  pada Kuasa Pengguna Barang; dan 

6. rencana kebutuhan pengadaan barang  yang disetujui 
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BAB IV 

LANDASAN FILOSOFIS, LANDASAN SOSIOLOGIS 

DAN LANDASAN YURIDIS 

A. Landasan Filosofis 

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia 

menganut sistem demokrasi yaitu demokrasi Pancasila, 

sebagaimana di kemukakan oleh M. Budiardjo bahwa istilah 

demokrasi menurut asal katanya berarti ”rakyat berkuasa” 

atau goverment or rule by the people. (1974,hal.3). Pemerintah 

merupakan nama subyek yang berdiri sendiri, sebagai subyek 

pemerintah melakukan tugas dan kegiatannya. Bertitik tolak 

dari pengertian tersebut maka pemerintah daerah adalah 

pemegang kemudi dalam pemerintahan daerah (Misdayanti dan 

R.G. Kartasapoetra, 1993.hal.17).  

Penerapan desentralisasi yang telah melahirkan daerah 

otonom memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah 

untuk membentuk peraturan daerah dalam rangka mengatur 

rumah tangganya sendiri. Peraturan daerah sebagai suatu 

kebijakan publik dapat diterima oleh masyarakat secara luas 

apabila memenuhi unsur filosofis, sosiologis dan yuridis yang 

baik. Landsan filosofis pembentukan peraturan perundang-

undangan dan atau Peraturan daerah di Indonesia saat ini 

merujuk pada recht idee yang tercantum dalam Pancasila dan 

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (Perubahan aslinea 

1,2,3,4), alinea 4.  
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Inti landasan filosofis adalah jika landasan peraturan 

yang digunakan memiliki nilai bijaksana yakni memiliki nilai 

benar (logis), baik dan adil. Menemukan filosofis berarti 

melakukan pengkajian secara mendalam untuk mencari dan 

menemukan hakekat sesuatu yang sesuai dan menggunakan 

dengan nalar dan akal sehat. Menurut sistem demokrasi 

modern, kebijakan bukanlah berupa cetusan pikiran atau 

pendapat dari pejabat negara atau pemerintahan yang mewakili 

rakyat akan tetapi juga opini publik (suara rakyat) yang 

memiliki porsi sama besarnya untuk mencerminkan (terwujud) 

dalam kebijakan-kebijakan publik.  

Suatu kebijakan publik harus berorientasi terhadap 

kepentingan publik (public interest), sebagaimana menurut M. 

Osting yang dikutip oleh Bambang Sunggono, dalam suatu 

negara demokrasi, negara dapat dipandang sebagai agen atau 

penyalur gagasan sosial mengenai keadilan kepada warganya 

dan mengungkapkan hasil gagasan sosial tersebut dalam 

undang-undang atau peraturan-peraturan, sehingga 

masyarakat mendapatkan ikut berproses ikut ambil bagian 

untuk mewarnai dan memberi sumbangan dengan leluasa 

(1994, hal 11-12).  

Landasan filosofis dari Rancangan Peraturan Daerah 

Buton Utara Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah ini 

adalah pada pandangan hidup Bangsa Indonesia yang telah 

dirumuskan dalam butir-butir Pancasila dalm pembukaan 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 

Nilai-nilai Pancasila ini dijabarkan dalam hukum yang dapat 
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menunjukan nila-nilai keadilan, ketertiban dan kesejahteraan. 

Rumus Pancasila ini yang merupakan dasar hidup Negara 

Indonesia dituangkan dalam pembukaan UUD Republik 

Indonesia. Ditekankan dalam dasar Negara Indonesia, bahwa 

Indonesia adalah Negara hukum (rechstaat) bukan berdasarkan 

kekuasaan (machstaat).  

Selain itu landasan filosofis di atas juga didasarkan pada 

bahwa hakekat Barang Milik Daerah merupakan salah satu 

unsur penting penyelenggaraan pemerintahan dalam kerangka 

Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk mencapai tujuan 

dan cita-cita berbangsa dan bernegara sebagaimana 

diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945. Oleh karena itu, 

pengelolaan Barang Milik Daerah perlu dilakukan dengan 

mendasarkan pada peraturan perundang-undangan yang 

berlaku untuk menjamin tercapainya cita-cita dan tujuan 

dimaksud. 

Berlakunya suatu konstitusi sebagai hukum dasar yang 

mengikat didasarkan atas kekuasaan teretinggi atau prinsip 

kedaulatan yang dianut dalam suatu Negara. Jika Negara itu 

menganut paham kedaulatan rakyat, maka sumber legetimasi 

konstitusi itu adalah rakyat. Jika yang berlaku adalah paham 

kedaulatan raja, maka raja yang menentukan berlaku tidaknya 

suatu konstitusi. Hal ini yang disebut oleh para ahli sebagai 

constituent power34 yang merupakan kewenangan yang berada 

diluar dan sekaligus diatas sistem yang diaturnya. Karena itu, 

                                                           
34 Op.cit., hal 15, Brian Thompson 
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di lingkungan Negara-negara demokrasi, rakyatlah yang 

dianggap menentukan berlakunya suatu konstitusi.  

Constituent power mendahului konstitusi, dan konstitusi 

mendahuli organ pemerintahan yang diatur dan dibentuk 

berdasarkan konstitusi.35 Pengertian constituent power 

berkaitan pula dengan pengertian hirarki hukum (hierarchy of 

law). Konstitusi merupakan hukum yang lebih tinggi atau 

bahkan paling tinggi serta paling fundamental sifatnya, karena 

kostitusi itu sendiri merupakan sumber legitimasi atau 

landasan otorisasi bentuk-bentuk hukum atau peraturan-

peraturan perundangan-undangan lainnya. Sesuai dengan 

prinsip hukum yang berlaku universal, agar peraturan-

peraturan yang tingkatnya berada di bawah Undang-Undang 

Dasar dapat berlaku dan diberlakukan, peraturan-peraturan 

itu tidak oleh bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi 

tersebut.  

Konstitusi selalu terkait dengan paham 

konstitusionallisme. Untuk tujuan to keep a government in 

order itu diperlukan pengaturan yang sedemikian rupa, 

sehingga dinamika kekuasaan dalam proses pemerintahan 

dapat dibatasi dan dikendalikan sebagaimana mestinya. 

Gagasan mengatur dan membatasi kekuasaan ini secara 

alamiah muncul karena adanya kebutuhan untuk merespons 

perkembangan peran relative kekuasaan umum dalam 

kehidupan umat manusia.  

                                                           
35 J. Bryce, Studies in History and Jurisprudence, vol 1, (Oxford : Clarendon Pres, 
1901),hal 151. 
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Consensus yang menjamin tegaknya konstitusionalisme 

di zaman modern pada umumnya dipahami bersandarkan pada 

tiga elemen kesepakatan (consensus), yaitu : 

1. Kesepakatan tentang tujuan atau cita-cita bersama (the 

general goals of society or general acceptance of the same 

philosophy of government) 

2. Kesepakatan tentang the rule of law sebagai landasan 

pemerintahan atau penyelenggaraan Negara (the basis of 

government); 

3. Kesepakatan tentang bentuk institusi-institusi dan 

prosedur-prosedur ketatanegaraan (the form of institutions 

and procedures). 

Di Indonesia, dasar-dasar filosofi yang dimaksud itulah 

yang biasa disebut sebagai Pancasila yang berarti lima sila atau 

lima prinsip dasar untuk mencapai atau mewujudkan empat 

tujuan bernegara. Pancasila adalah filosofische graondslag dan 

common platsforms, Pancasila adalah dasar Negara sehingga 

kedudukan Pancasila dalam tata hukum nasional. 

B. Landasan Sosiologis 

Pengertian lain mengenai sosiologi pengelolaan barang 

milik daerah adalah kajian tentang pengelolaan barang milik 

daerah dengan menggunakan perspektif sosiologi, yaitu 

penerapan prinsip, konsep, hukum, paradigma, dan metode 

sosiologis di dalam mengkaji masyarakat dan fenomena 

pengelolaan barang milik daerah, untuk selanjutnya berusaha 
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mengembangkan abstraksi-abstraksi yang mengarah pada 

pengembangan-pengembangan teori.36  

Pendekatan sosiologis di dalam mempelajari pengelolaan 

barang milik daerah dapat dilakukan dengan menggunakan 

teori atau perspektif sosiologi. Perspektif atau teori sosiologi 

yang digunakan dalam menganalisis penelitian ini berdasar 

pada teori fungsional-struktural. Teori fungsional-struktural 

merupakan teori sosiologi yang berdasar pada unsur-unsur 

sosiologi dan budaya yang saling berhubungan secara 

fungsional dan menekankan gejala sosial budaya pada struktur 

yang mencakup perangkat atau aturan-aturan. Teori 

fungsional-struktural mengamati bentuk struktur dan fungsi 

dalam suatu masyarakat sehingga dapat melihat bagaimana 

suatu masyarakat itu berubah atau mapan melalui setiap 

unsurnya yang saling berkaitan, dan dinamik untuk memenuhi 

kebutuhan individu.  

Teori fungsional-struktural melakukan analisis dengan 

melihat masyarakat sebagai suatu sistem dari interaksi antar 

manusia dan berbagai institusinya, dan segala sesuatunya 

disepakati secara konsensus, termasuk dalam hal nilai dan 

norma. Teori fungsional-struktural menekankan pada harmoni, 

konsistensi, dan keseimbangan dalam masyarakat. Menurut 

Nash, teori fungsional-struktural ini dapat digunakan untuk 

menganalisis pengelolaan barang milik daerah. Hal ini terjadi 

dengan melihat pengelolaan barang milik daerah sebagai suatu 

sistem sosial yang berperan dalam masyarakat modern. 

                                                           
36 Ibid. 
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Pendekatan sosiologis digunakan untuk mengetahui kondisi 

masyarakat dan memahami kelompok sosial khususnya 

berbagai macam gejala kehidupan masyarakat.37 Pengelolaan 

barang milik daerah adalah fenomena kemasyarakatan yang 

menyangkut manusia, masyarakat, kelompok, organisasi, 

kebudayaan, dan sebagainya yang merupakan obyek kajian 

sosiologi.  

Hubungan pengelolaan barang milik daerah dengan 

aspek ekonomis harus ditangani dengan baik agar aset tersebut 

dapat menjadi modal awal bagi pemerintah daerah untuk 

melakukan pengembangan kemampuan keuangannya. Barang 

milik daerah adalah sumber daya ekonomi yang dimiliki dari 

kegiatan ekonomi di masa lalu yang memberi manfaat ekonomi 

atau keuntungan sosial di masa yang akan datang, memiliki 

nilai ekonomis, termasuk sumber yang diperlukan untuk 

pelayanan publik dan sumber yang dipertahankan sehubungan 

dengan nilai sejarah atau budaya.  

Berdasarkan hal tersebut daiatas maka landasan 

sosiologis dari rancangan Peraturan Daerah Buton Utara 

Tentag pengelolaan Barang Milik Daerah ini adalah adanya 

rasa ikut memiliki masyarakat terhadap Barang Milik Daerah 

merupakan wujud kepercayaan kepada pemerintah antara lain 

diwujudkan dalam bentuk keterlibatannya dalam merawat dan 

mengamankan Barang Milik Daerah dengan baik. Pengaturan 

yang memadai mengenai pengelolaan Barang Milik Daerah 

antara lain diharapkan dapat meningkatkan partisipasi 

                                                           
37 Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1990), 

hlm. 395. 
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masyarakat dalam pengamanan dan optimalisasi 

pendayagunaan Barang Milik Daerah dengan selalu 

mendasarkan pada kaidah-kaidah dan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. 

 

 

C. Landasan Yuridis 

Landasan yuridis pembentukan Peraturan Daerah 

tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah: 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik  

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan 

Propinsi Jawa Tengah; 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 

66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4400); 
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6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4438); 

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia   Nomor 

5234); 

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5679); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
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Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);  
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BAB V 

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN 

RUANG LINGKUP MATERI MUATAN 

 

A. Sasaran Yang Akan Diwujudkan 

 Sasaran yang akan diwujudkan dari pengelolaan barang 

milik daerah adalah untuk menjamin terlaksananya tertib 

administrasi dan tertib pengelolaan barang milik 

negara/daerah diperlukan adanya kesamaan persepsi dan 

langkah secara integral dan menyeluruh dari unsur-unsur yang 

terkait dalam pengelolaan barang milik negara/daerah.  

Pengelolaan barang milik daerah dilaksanakan dengan 

memperhatikan asas-asas sebagai berikut: 

1. Asas fungsional, yaitu pengambilan keputusan dan 

pemecahan masalahmasalah di bidang pengelolaan barang 

milik negara/daerah yang dilaksanakan oleh kuasa 

pengguna barang, pengguna barang, pengelola barang dan 

gubernur/bupati/walikota sesuai fungsi, wewenang, dan 

tanggung jawab masing-masing; 

2. Asas kepastian hukum, yaitu pengelolaan barang milik 

negara/daerah harus dilaksanakan berdasarkan hukum 

dan peraturan perundang-undangan; 

3. Asas transparansi, yaitu penyelenggaraan pengelolaan 

barang milik negara/daerah harus transparan terhadap 

hak masyarakat dalam memperoleh informasi yang benar; 

4. Asas efisiensi, yaitu pengelolaan barang milik 

negara/daerah diarahkan agar barang milik 
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negara/daerah digunakan sesuai batasan-batasan standar 

kebutuhan yang diperlukan dalam rangka menunjang 

penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pemerintahan 

secara optimal; 

5. Asas akuntabilitas, yaitu setiap kegiatan pengelolaan 

barang milik negara/daerah harus dapat 

dipertanggungjawabkan kepada rakyat; 

6. Asas kepastian nilai, yaitu pengelolaan barang milik 

negara/daerah harus didukung oleh adanya ketepatan 

jumlah dan nilai barang dalam rangka optimalisasi 

pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik 

negara/daerah serta penyusunan Neraca Pemerintah.  

B. Arah dan Jangkauan Pengaturan 

 Arah dan jangkauan pengaturan Raperda tentang 

Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah terlaksananya tertib 

administrasi dan tertib pengelolaan barang milik daerah 

sehingga diperlukan adanya kesamaan persepsi dan langkah 

secara integral dan menyeluruh dari unsur-unsur yang terkait 

dalam pengelolaan barang milik daerah di Buton Utara yang 

sekaligus memberikan kepastian hukum atas pengelolaan 

tersebut. Maka sangatlah penting untuk membentuk sebuah 

produk hukum yang berupa Peraturan Daerah sebagai 

landasan hukum yang sekaligus memberikan suatu aturan 

yang komprehensif terhadap Pengelolaan barang milik daerah. 

Dengan demikian Peraturan Daerah ini lebih mengedepankan 

pengaturan pengelolaan barang milik daerah dengan harapan 

akan memberikan nilai tambah dalam hal pendapatan daerah 
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meningkat sehingga secara tidak langsung meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat. 

C. Ruang Lingkup Materi Muatan  

 Pembahasan pada ruang lingkup terdiri dari tiga bagian, 

yaitu ruang lingkup wilayah ruang lingkup pembahasan,dan 

ruang lingkup substansi. Ruang lingkup wilayah mencakup 

batas wilayah studi yang berupa batas administratif. 

Sedangkan ruang lingkup pembahasan merupakan batasan 

pembahasan studi, dan lingkup substansi merupakan batasan 

pembahas-an substansi yang akan digunakan dalam studi 

penelitian. Lingkup substansi yang akan digunakan dalam 

penelitian nantinya mencakup hal-hal yang berkaitan dengan 

perumusan konsep pengelolaan barang milik daerah. Adapun 

teori-teori yang terkait beberapa diantaranya adalah teori asas, 

tujuan dan ruang lingkup pengelolaan barang milik daerah. 

Dengan beberapa asumsi analisis yang digunakan sebagai 

batasan substansi antara lain : 

1. Penilaian pengelolaan barang milik daerah sehingga akan 

menambah pendapatan daerah bukan menambah beban 

APBD; 

2. Penentuan faktor dan ruang lingkup pengelolaan barang 

milik daerah menjadi penentu dalam terlaksananya tertib 

administrasi dan tertib pengelolaan barang milik daerah. 

Arah dan jangkauan pengaturan Raperda tentang 

Pengelolaan barang milik daerah adalah untuk menunjang 

kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan 
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pembangunan daerah sehingga akan terwujudnya akuntabilitas 

dalam pengelolaan barang yang tertib, efektif dan efisien.  

Adapun materi muatan dalam Raperda Pengelolaan 

Barang Milik Daerah terdiri dari: 

1. Materi Tentang Ketentuan umum; 

2. Materi Tentang Maksud dan Tujuan; 

3. Materi Tentang Barang Milik Daerah; 

4. Materi Tentang Azas Pengelolaan Barang Milik Daerah; 

5. Materi Tentang Ruang Lingkup; 

6. Materi Tentang Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah; 

7. Materi Tentang Perencanaan kebutuhan dan 

Penganggaran; 

8. Materi Tentang Pengadaan;   

9. Materi Tentang Penerimaan, Penyimpanan dan 

Penyaluran; 

10. Materi Tentang Pengurusan dan Penggunaan; 

11. Materi Tentang Penatausahaan; 

12. Materi Tentang Pemanfaatan; 

13. Materi Tentang Pengamanan dan Pemeliharaan; 

14. Materi Tentang Penilaian; 

15. Materi Tentang Penghapusan; 

16. Materi Tentang Pemindahtanganan; 

17. Materi Tentang Pengendalian dan Pengawasan; 
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18. Materi Tentang Pembiayaan; 

19. Materi Tentang Sanksi/Ganti Kerugian ; 

20. Materi Tentang Ketentuan lain-lain; 

21. Materi Tentang Ketentuan peralihan; dan  

22. Materi Tentang Ketentuan Penutup. 
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BAB VI 

PENUTUP 

 
A. Kesimpulan  

Dalam pengelolaan setiap jenis barang milik daerah (aset) 

akan berbeda, bergantung kepada karakter dari aset tersebut, 

sistem pengelolaan yang diterapkan haruslah merupakan 

prosedur yang disepakati bersama, antar pemerintah pusat dan 

pemerintah daerah, serta pihak-pihak yang terkait lainnya.  

Barang milik daerah (aset) adalah semua kekayaan 

daerah baik yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD 

maupun yang berasal dari perolehan lain yang sah baik yang 

bergerak maupun yang tidak bergerak beserta bagian-

bagiannya atau pun yang merupakan satuan tertentu yang 

dapat dinilai, dihitung, diukur, atau ditimbang termasuk 

hewan dan tumbuh-tumbuhan kecuali uang dan surat-surat 

berharga lainnya, yang dapat dioptimalkan dengan 

menyerahkan pemanfaatan aset daerah tersebut kepada pihak 

ketiga.  

Bentuk-bentuk optimalisasi pemanfaatan barang milik 

daerah (asset) milik daerah tersebut dapat berupa penyewaan 

aset, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan (KSP), Bangun 

Guna Serah (BGS) dan Bangun Serah Guna (BSG). Yang 

dimaksud dengan optimalisasi pemanfaatan aset adalah usaha 

yang dapat dilakukan dengan pertimbangan untuk 

mengoptimalkan daya guna dan hasil guna barang milik 

daerah. Pemanfaatan barang milik daerah yang optimal akan 
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membuka lapangan kerja baru, meningkatkan pendapatan 

masyarakat sekaligus mengatrol pendapatan daerah.  

Tujuan dari pengelolaan barang milik daerah adalah 

terlaksananya tertib administrasi dan tertib pengelolaan barang 

milik daerah sehingga diperlukan adanya kesamaan persepsi 

dan langkah secara integral dan menyeluruh dari unsur-unsur 

yang terkait dalam pengelolaan barang milik daerah di Buton 

Utara yang sekaligus memberikan kepastian hukum atas 

pengelolaan tersebut. 

Masalah-masalah yang dihadapi dalam pengelolaan 

barang milik daerah dan solusi pemecahan terhadap masalah 

tersebut: 

1. Keberadaan dan pengelolaan aset milik pemerintah 

daerah dalam kondisi yang memprihatinkan. Di beberapa 

daerah, banyak pejabat dan aparat daerah yang kurang 

peduli dan belum mengelola aset itu secara efektif, efisien 

dan profit. Akibatnya, tidak sedikit aset daerah yang 

pindah tangan secara tidak wajar atau dikelola oleh 

pihak lain dengan sewa yang sangat kecil. 

Kurangnya  profesionalisasi manajemen aset daerah 

menimbulkan persoalan serius dibelakang hari. 

Akibatnya, potensi besar yang sudah ada di depan mata 

tidak tergarap secara optimal. Seharusnya  aset daerah 

yang luar biasa besarnya itu dikelola lebih baik sehingga 

menghasilkan keuntungan optimal; 

2. Tidak terinventarisirnya aset daerah, sehingga 

menimbulkan modus-modus penggelapan seperti 



NASKAH AKADEMIK 

 
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara 

tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah 
 

Kerjasama Antara Sekretariat DPRD Kabupaten Buton Utara 
Dengan LPPM Universitas Halu Oleo Kendari 69 

sertifikat ganda yang telah menggerogoti aset daerah  dan 

menyebabkan ketidakjelasan status tanah yang 

berpengaruh terhadap pembangunan dan investasi. 

Pemerintah desa banyak yang belum tergerak untuk 

mendaftarkan dan mengelola asetnya secara benar. 

Kalaupun ada, itupun hanya bersifat insidentil atau 

proyek sesaat dan belum sistematis dalam kerangka 

manajemen aset; 

3. Optimalisasi aset daerah pada saat ini masih jauh dari 

yang diharapkan, banyak aset daerah yang dibiarkan 

terlantar, diserobot atau disewakan semurah-murahnya 

kepada pihak lain dengan cara di bawah meja. Oleh 

sebab itu pentingnya evaluasi Optimalisasi Pemanfaatan 

Aset/Barang Milik Daerah dengan cara mengevaluasi 

secara detail terhadap pemanfaatan aset saat ini (existing 

use) dengan hal yang sama diluar aset daerah. Misalnya 

besarnya sewa, tingkat produksi, harga barang dan 

parameter lainnya. Juga pentingnya evaluasi 

perbandingan pendapatan dari aset atau Return on 

Asset (ROA). Dari hasil evaluasi terhadap penerimaan 

dari masing-masing aset tersebut dapat diambil tindakan 

tegas dan langkah strategis kedepan.  

B. Saran 
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Tantangan bagi pengelolaan setiap jenis aset akan 

berbeda, bergantung kepada karakter dari aset tersebut. Dan 

sistem pengelolaan yang diterapkan haruslah merupakan 

prosedur yang disepakati bersama, antar pemerintah pusat dan 

pemerintah daerah, serta pihak-pihak yang terkait lainnya. 

Karena itu pengelolaan aset daerah harus dilandasi oleh 

kebijakan dan regulasi yang secara lengkap mencakup aspek 

penting dari pengelolaan finansial yang bijaksana, namun tetap 

memberikan peluang bagi daerah untuk berkreasi menemukan 

pola yang paling sesuai dengan kondisi dan budaya lokal 

sehingga memberikan kemaslahatan bagi masyarakat. 

Hakekat Barang Milik Daerah merupakan salah satu 

unsur penting penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam 

kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk mencapai 

cita-cita dan tujuan berbangsa dan bernegara sebagaimana 

diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945. Oleh karena itu, 

pengelolaan Barang Milik Daerah perlu dilakukan dengan 

mendasarkan pada perturan perundang-undangan yang 

berlaku untuk menjamin tercapainya cita-cita dan tujuan 

dimaksud.  

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pengelolaan 

barang milik daerah yang lebih efektif, efisien, akuntabel dan 

transparan maka diperlukan reformasi di bidang barang milik 

daerah dengan cara :  
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1. penataan peraturan perundangan-undangan; 

2. penataan kelembagaan; 

3. penataan sistem pengelolaan barang milik daerah; 

4.  Pengembangan sumber daya manusia di bidang 

pengelolaan Barang Milik Daerah. 
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BUPATI BUTON UTARA 

PROVINSI SULAWESI TENGGARA 

 

RANCANGAN 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA 

NOMOR...TAHUN… 

TENTANG  

PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUTON UTARA 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan 
pembangunan daerah untuk meningkatkan 

kesejahteraan rakyat sebagaimana 
diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945, diperlukan 
upaya-upaya nyata dalam Pengelolaan 
Barang Milik Daerah; 

  b. bahwa dalam rangka kelancaran 
pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan 

dan pembangunan daerah yang akuntabel, 
membutuhkan tersedianya sarana dan 
prasarana yang memadai yang terkelola 

dengan baik, efektif, efisien, dan ekonomis; 
  c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 

2014 tentang Pengelolaan Barang Milik 
Negara/Daerah, ketentuan lebih lanjut 

mengenai pengelolaan Barang Milik Daerah 
diatur dengan Peraturan Daerah 
berpedoman pada kebijakan pengelolaan 

Barang Milik Daerah 
  d. bahwa berdasarkan pertimbangan 

sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan 

huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan 
Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik 

Daerah; 



Mengingat  : 1. Pasal 18 ayat (6), Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 
tentang Keuangan Negara  (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 
tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 
tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan 
Tanggung Jawab Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4400); 

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 

tentang Perimbangan Keuangan Antara 
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4438); 
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 

tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia   Nomor 5234); 
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali 

terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5679); 
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 



2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4578); 
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 

2005 tentang Pedoman Pembinaan dan 

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, 

Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4593); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 
2014 tentang Pengelolaan Barang Milik 
Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5533);  
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 

Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk 

Hukum Daerah. 
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 

Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan 

Barang Milik Daerah 
 

Dengan Persetujuan Bersama 
 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUTON 

UTARA 

dan 

BUPATI BUTON UTARA, 
 

MEMUTUSKAN: 
 

 
BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Buton Utara. 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG 
PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH 



2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan 

daerah otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Buton Utara. 

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat 

DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang 

berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan 

daerah. 

5. Barang Milik Daerah adalah semua barang  yang dibeli atau 

diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya 

yang sah. 

6. Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan 

bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan barang  

milik daerah. 

7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD 

dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan daerah. 

8. Pejabat Penatausahaan Barang adalah kepala Perangkat 

Daerah yang mempunyai fungsi pengelolaan barang milik 

daerah selaku pejabat pengelola keuangan daerah. 

9. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan 

penggunaan barang milik daerah. 

10. Unit kerja adalah bagian Perangkat Daerah yang 

melaksanakan satu atau beberapa program. 

11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya 

disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah 

yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 

12. Kuasa Pengguna Barang adalah kepala unit kerja atau 

pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk 

menggunakan barang milik daerah yang berada dalam 

penguasaannya dengan sebaikbaiknya. 

13. Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang adalah Pejabat 

yang melaksanakan fungsi tata usaha barang milik daerah 

pada Pengguna Barang. 

14. Pengurus Barang adalah Pejabat dan/atau Jabatan 

Fungsional Umum yang diserahi tugas mengurus barang. 

15. Pengurus Barang Pengelola adalah pejabat yang diserahi 

tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, dan 



menatausahakan barang milik daerah pada Pejabat 

Penatausahaan Barang. 

16. Pengurus Barang Pengguna adalah Jabatan Fungsional 

Umum yang diserahi tugas menerima, menyimpan, 

mengeluarkan, menatausahakan barang milik daerah pada 

Pengguna Barang. 

17. Pembantu Pengurus Barang Pengelola adalah pengurus 

barang  yang membantu dalam penyiapan administrasi 

maupun teknis penatausahaan barang milik daerah pada 

Pengelola Barang. 

18. Pembantu Pengurus Barang Pengguna adalah pengurus 

barang yang membantu dalam penyiapan administrasi 

maupun teknis penatausahaan barang milik daerah pada 

Pengguna Barang. 

19. Pengurus Barang Pembantu adalah yang diserahi tugas 

menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan dan 

mempertanggung jawabkan barang milik daerah pada Kuasa 

Pengguna Barang. 

20. Penilai adalah pihak yang melakukan penilaian secara 

independen berdasarkan kompetensi yang dimilikinya. 

21. Penilaian adalah proses kegiatan untuk memberikan suatu 

opini nilai atas suatu objek penilaian berupa barang  milik 

daerah pada saat tertentu. 

22. Penilai Pemerintah adalah Penilai Pemerintah Pusat dan 

Penilai Pemerintah Daerah. 

23. Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah keseluruhan 

kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan 

penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, 

pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, 

pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, 

penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan 

pengendalian. 

24. Perencanaan Kebutuhan adalah  kegiatan merumuskan 

rincian kebutuhan barang milik daerah untuk 

menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan 

keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam 

melakukan tindakan yang akan datang. 

25. Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah, yang selanjutnya 

disingkat RKBMD, adalah dokumen perencanaan kebutuhan 

barang milik daerah untuk periode 1 (satu) tahun. 



26. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna 

Barang dalam mengelola dan menatausahakan barang milik 

daerah yang sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat 

Daerah yang bersangkutan. 

27. Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik daerah 

yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan 

fungsi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi barang milik 

daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan. 

28. Sewa adalah pemanfaatan barang milik daerah oleh pihak 

lain dalam jangka waktu tertentu dan  menerima imbalan 

uang tunai. 

29. Pinjam pakai adalah penyerahan penggunaan Barang  antara 

pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau  antar 

pemerintah daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa 

menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut 

berakhir diserahkan kembali kepada Bupati. 

30. Kerja Sama Pemanfaatan yang selanjutnya disingkat KSP 

adalah pendayagunaan barang milik daerah oleh pihak lain 

dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan 

pendapatan daerah atau sumber pembiayaan lainnya. 

31. Bangun Guna Serah yang selanjutnya disingkat BGS adalah 

pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah oleh pihak 

lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana 

berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain 

tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, 

untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta 

bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah 

berakhirnya jangka waktu. 

32. Bangun Serah Guna yang selanjutnya disingkat BSG adalah 

pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah oleh pihak 

lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana 

berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya 

diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut 

dalam jangka waktu tertentu yang disepakati. 

33. Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur yang selanjutnya 

disingkat KSPI adalah kerjasama antara pemerintah dan 

badan usaha untuk kegiatan penyediaan infrastruktur sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

34. Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan barang  

milik daerah. 



35. Penjualan adalah pengalihan kepemilikan barang milik 

daerah kepada pihak lain dengan menerima penggantian 

dalam bentuk uang. 

36. Tukar Menukar adalah pengalihan kepemilikan barang  milik 

daerah yang dilakukan antara pemerintah pusat  dengan 

pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara 

pemerintah daerah dengan pihak lain, dengan menerima 

penggantian utama dalam bentuk barang, paling sedikit 

dengan nilai seimbang. 

37. Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang  dari 

pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, antar 

pemerintah daerah, atau dari pemerintah daerah kepada 

pihak lain, tanpa memperoleh penggantian. 

38. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah pengalihan 

kepemilikan barang milik daerah yang semula merupakan 

kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang 

dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham 

daerah pada badan usaha milik negara, badan usaha milik 

daerah, atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara. 

39. Pemusnahan adalah tindakan memusnahkan fisik dan/atau 

kegunaan barang milik daerah. 

40. Penghapusan adalah tindakan menghapus barang milik 

daerah dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan 

dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengelola 

Barang, Pengguna Barang  dan/atau Kuasa Pengguna Barang 

dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang 

berada dalam penguasaannya. 

41. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi 

pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan barang milik 

daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

42. Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, 

pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan barang  milik 

daerah. 

43. Daftar Barang Milik Daerah adalah daftar yang memuat data 

seluruh barang milik daerah. 

44. Daftar Barang Pengguna adalah daftar yang memuat data 

barang  milik daerah yang digunakan oleh masing-masing 

Pengguna Barang. 



45. Daftar Barang Kuasa Pengguna adalah daftar yang memuat 

data barang milik daerah yang dimiliki oleh masing-masing 

Kuasa Pengguna Barang. 

46. Rumah Negara adalah bangunan yang dimiliki Pemerintah 

Daerah dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan 

sarana pembinaan keluarga serta menunjang pelaksanaan 

tugas pejabat dan/atau pegawai negeri sipil pemerintah 

daerah yang bersangkutan. 

47. Pihak Lain adalah pihak-pihak selain Kementerian/ Lembaga 

dan Pemerintah Daerah. 

 

Pasal 2 

Barang Milik Daerah meliputi: 

a. Barang Milik Daerah yang dibeli atau diperoleh atas beban 

APBD; atau  

b. Barang Milik Daerah yang berasal dari perolehan lainnya yang 

sah.  

  

Pasal 3 

Barang Milik Daerah yang berasal dari perolehan lainnya yang 

sah, meliputi: 

a. barang  yang diperoleh dari Hibah/sumbangan atau yang 

sejenis; 

b. barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari 

perjanjian/kontrak; 

c. barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan peraturan 

perundang-undangan; 

d. barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang 

telah mempunyai kekuatan hukum tetap; atau 

e. barang  yang diperoleh kembali dari hasil divestasi atas 

penyertaan modal Pemerintah Daerah. 

 

BAB II 

ASAS, MAKSUD, DAN TUJUAN   

Pasal 4 

Pengelolaan Barang Milik Daerah dilaksanakan berdasarkan asas 

fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, 

akuntabilitas, dan kepastian nilai.  

  

 



Pasal 5 

Maksud Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah: 

a. sebagai pedoman dalam Pengelolaan Barang Milik Daerah; 

b. memberikan jaminan/kepastian hukum dalam Pengelolaan 

Barang Milik Daerah; 

c. mengamankan Barang Milik Daerah; 

d. menyeragamkan sistem dan prosedur Pengelolaan Barang 

Milik Daerah; dan  

e. mengoptimalkan Pemanfaatan Barang Milik Daerah sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 6 

Tujuan Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah untuk: 

a. menunjang kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan 

pemerintahan dan pembangunan daerah; 

b. mewujudkan akuntabilitas dalam pengelolaan Barang Milik 

Daerah; 

c. mewujudkan Pengelolaan Barang Milik Daerah secara tertib, 

efektif, efisien dan ekonomis. 

 

BAB III  

RUANG LINGKUP   
Pasal 7 

Ruang lingkup Peraturan Daerah adalah: 

a. pejabat pengelolaan Barang Milik Daerah; 

b. Perencanaan Kebutuhan dan penganggaran; 

c. Pengadaan; 

d. Penggunaan; 

e. Pemanfaatan; 

f. pengamanan dan pemeliharaan; 

g. Penilaian; 

h. Pemindahtanganan; 

i. Pemusnahan; 

j. Penghapusan; 

k. Penatausahaan; 

l. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian; 

m. pengelolaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang 

menggunakan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan 

Umum Daerah: 

n. Barang Milik Daerah berupa rumah negara; dan 

o. ganti rugi dan sanksi. 



BAB IV 

PEJABAT PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH 

Bagian Kesatu 

Pengelola Barang 

Pasal 8 

(1) Bupati adalah pemegang kekuasaan pengelolaan Barang Milik 

Daerah. 

(2) Pemegang kekuasaan pengelolaan Barang Milik Daerah 

berwenang dan bertanggung jawab: 

a. menetapkan kebijakan pengelolaan Barang Milik Daerah; 

b. menetapkan Penggunaan, Pemanfaatan, atau 

Pemindahtanganan Barang Milik Daerah berupa tanah 

dan/atau bangunan; 

c. menetapkan kebijakan pengamanan dan pemeliharaan 

Barang Milik Daerah; 

d. menetapkan pejabat yang mengurus dan menyimpan 

Barang Milik Daerah;  

e. mengajukan usul Pemindahtanganan Barang Milik Daerah 

yang memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah; 

f. menyetujui usul Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan 

Penghapusan Barang Milik Daerah sesuai batas 

kewenangannya; 

g. menyetujui usul Pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa 

sebagian tanah dan/atau bangunan dan selain tanah 

dan/atau bangunan; dan 

h. menyetujui usul Pemanfaatan Barang Milik Daerah dalam 

bentuk Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur. 

(3) Sekretaris Daerah adalah Pengelola Barang Milik Daerah. 

(4) Pengelola Barang Milik Daerah berwenang dan bertanggung 

jawab: 

a. meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan Barang Milik 

Daerah; 

b. meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan 

pemeliharaan/perawatan Barang Milik Daerah; 

c. mengajukan usul Pemanfaatan dan Pemindahtanganan 

Barang Milik Daerah yang memerlukan persetujuan 

Gubernur/Bupati/Walikota; 

d. mengatur pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, 

Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah; 



e. mengatur pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik 

Daerah yang telah disetujui oleh Gubernur/ 

Bupati/Walikota atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 

f. melakukan koordinasi dalam pelaksanaan Inventarisasi 

Barang Milik Daerah; dan 

g. melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan 

Barang Milik Daerah. 

 

Bagian Kedua  

Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang 

Pasal 9 

(1) Kepala satuan kerja perangkat daerah adalah Pengguna 

Barang Milik Daerah. 

(2) Pengguna Barang Milik Daerah berwenang dan bertanggung 

jawab: 

a. mengajukan rencana kebutuhan dan penganggaran Barang 

Milik Daerah bagi satuan kerja perangkat daerah yang 

dipimpinnya; 

b. mengajukan permohonan penetapan status Penggunaan 

Barang Milik Daerah yang diperoleh dari beban Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah dan perolehan lainnya 

yang sah; 

c. melakukan pencatatan dan Inventarisasi Barang Milik 

Daerah yang berada dalam penguasaannya; 

d. menggunakan Barang Milik Daerah yang berada dalam 

penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas 

dan fungsi satuan kerja perangkat daerah yang 

dipimpinnya; 

e. mengamankan dan memelihara Barang Milik Daerah yang 

berada dalam penguasaannya; 

f. mengajukan usul Pemanfaatan dan Pemindahtanganan 

Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan 

yang tidak memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah dan Barang Milik Daerah selain tanah 

dan/atau bangunan; 

g. menyerahkan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau 

bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan 

penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat 

daerah yang dipimpinnya dan sedang tidak dimanfaatkan 

Pihak Lain, kepada Bupati melalui Pengelola Barang; 



h. mengajukan usul Pemusnahan dan Penghapusan Barang 

Milik Daerah; 

i. melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian 

atas Penggunaan Barang Milik Daerah yang berada dalam 

penguasaannya; dan 

j. menyusun dan menyampaikan laporan barang pengguna 

semesteran dan laporan barang pengguna tahunan yang 

berada dalam penguasaannya kepada Pengelola Barang. 

 

BAB V 

PERENCANAAN KEBUTUHAN DAN PENGANGGARAN 

Pasal 10 

(1) Perencanaan Kebutuhan Barang Daerah disusun dengan 

memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi 

satuan kerja perangkat daerah serta ketersediaan Barang Milik 

Daerah yang ada. 

(2) Perencanaan Kebutuhan sebagaimana dimaksud pada  ayat (1) 

meliputi perencanaan pengadaan, pemeliharaan, Pemanfaatan, 

Pemindahtanganan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah. 

(3) Perencanaan Kebutuhan sebagaimana dimaksud pada   ayat 

(1) merupakan salah satu dasar bagi satuan kerja perangkat 

daerah dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk 

kebutuhan baru (new initiative) dan angka dasar (baseline) 

serta penyusunan rencana kerja dan anggaran. 

(4) Perencanaan Kebutuhan sebagaimana dimaksud pada  ayat 

(1), kecuali untuk Penghapusan, berpedoman pada: 

a. standar barang; 

b. standar kebutuhan; dan/atau 

c. standar harga. 

(5) Standar barang dan standar kebutuhan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf b ditetapkan oleh 

Bupati, untuk Barang Milik Daerah setelah berkoordinasi 

dengan dinas teknis terkait. 

(6) Penetapan standar kebutuhan oleh Bupati sebagaimana 

dimaksud pada ayat (5) dilakukan berdasarkan pedoman yang 

ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. 

(7) Standar harga sebagaimana dimaksud pada ayat (4)   huruf c 

ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 



Pasal 11 

(1) Pengguna Barang menghimpun usul  RKBMD  yang diajukan 

oleh Kuasa Pengguna Barang yang berada di lingkungan 

kantor yang dipimpinnya. 

(2) Pengguna Barang menyampaikan usul  RKBMD  sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) kepada Pengelola Barang. 

(3) Pengelola Barang melakukan penelaahan atas usul  RKBMD  

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersama Pengguna 

Barang dengan memperhatikan data barang pada Pengguna 

Barang dan/atau Pengelola Barang dan menetapkannya 

sebagai  RKBMD. 

Pasal 12 

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan 

Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran Barang Milik Daerah 

diatur dengan Peraturan Bupati. 

 

BAB VI  

PENGADAAN 

Pasal 13 

(1) Pengadaan Barang Milik Daerah dilaksanakan berdasarkan 

prinsip efisien, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, 

dan akuntabel. 

(2) Pelaksanaan pengadaan Barang Milik Daerah dilakukan 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. 

 

Pasal 14 

(1) Pengguna Barang wajib menyampaikan laporan hasil 

Pengadaan Barang Milik Daerah kepada Bupati melalui 

Pengelola Barang untuk ditetapkan status penggunaannya. 

(2) Laporan hasil Pengadaan Barang Milik Daerah sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), terdiri dari laporan hasil Pengadaan 

bulanan dan tahunan. 

 

BAB VII 

PENGGUNAAN 

Pasal 15 

(1) Status Penggunaan Barang Milik Daerah ditetapkan oleh 

Bupati, untuk Barang Milik Daerah. 

(2) Penetapan status Penggunaan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) tidak dilakukan terhadap: 



a. Barang Milik Daerah berupa: 

1. barang persediaan; 

2. konstruksi dalam pengerjaan; atau 

3. barang yang dari awal pengadaannya direncanakan 

untuk dihibahkan. 

b. Barang Milik Daerah lainnya yang ditetapkan lebih lanjut 

Bupati. 

(3) Barang Milik Daerah dapat ditetapkan status penggunaannya 

untuk: 

a. penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat 

daerah; 

b. dioperasikan oleh Pihak Lain dalam rangka menjalankan 

pelayanan umum sesuai tugas dan fungsi satuan kerja 

perangkat daerah yang bersangkutan. 

(4) Barang Milik Daerah yang telah ditetapkan status 

penggunaannya pada Pengguna Barang dapat digunakan 

sementara oleh Pengguna Barang lainnya dalam jangka waktu 

tertentu tanpa harus mengubah status Penggunaan Barang 

Milik Daerah tersebut setelah terlebih dahulu mendapatkan 

persetujuan Bupati. 

 

Pasal 16 

Bupati dapat mendelegasikan penetapan status Penggunaan atas 

Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan dengan 

kondisi tertentu kepada Pengelola Barang.  

Pasal 17 

(1) Penetapan status Penggunaan Barang Milik Daerah 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilakukan dengan tata 

cara sebagai berikut: 

a. Pengguna Barang melaporkan Barang Milik Daerah yang 

diterimanya kepada Pengelola Barang disertai dengan usul 

Penggunaan; dan 

b. Pengelola Barang meneliti laporan dari Pengguna Barang 

sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan mengajukan 

usul Penggunaan kepada Bupati untuk ditetapkan status 

penggunaannya. 

(2) Dalam kondisi tertentu, Pengelola Barang dapat menetapkan 

status Penggunaan Barang Milik Daerah pada Pengguna 

Barang tanpa didahului usulan dari Pengguna Barang. 

 



Pasal 18 

(1) Barang Milik Daerah dapat dialihkan status penggunaannya 

dari Pengguna Barang kepada Pengguna Barang lainnya untuk 

penyelenggaraan tugas dan fungsi berdasarkan persetujuan 

Bupati. 

(2) Pengalihan status Penggunaan Barang Milik Daerah dapat 

pula dilakukan berdasarkan inisiatif dari Bupati, dengan 

terlebih dahulu memberitahukan maksudnya tersebut kepada 

Pengguna Barang. 

Pasal 19 

(1) Penetapan status Penggunaan Barang Milik Daerah berupa 

tanah dan/atau bangunan dilakukan apabila diperlukan 

untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi 

Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang  yang 

bersangkutan. 

(2) Pengguna Barang wajib menyerahkan Barang Milik Daerah 

berupa tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) yang tidak digunakan dalam penyelenggaraan 

tugas dan fungsi Pengguna Barang kepada Bupati melalui 

Pengelola Barang. 

(3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2), apabila tanah dan/atau bangunan tersebut telah 

direncanakan untuk digunakan atau dimanfaatkan dalam 

jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh Bupati. 

 

Pasal 20 

(1) Pengguna Barang yang tidak menyerahkan Barang Milik 

Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak 

digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan 

fungsi Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

19 ayat (2) kepada Bupati, dikenakan sanksi berupa 

pembekuan dana pemeliharaan Barang Milik Daerah berupa 

tanah dan/atau bangunan tersebut. 

(2) Tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan atau tidak 

dimanfaatkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat 

(2) dicabut penetapan status penggunaannya oleh Bupati.  

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi 

kepada Pengguna Barang yang tidak menyerahkan Barang 

diatur dengan Peraturan Bupati. 

 



Pasal 21 

(1) Bupati menetapkan Barang Milik Daerah yang harus 

diserahkan oleh Pengguna Barang karena tidak digunakan 

untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi 

Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang dan 

tidak dimanfaatkan oleh Pihak Lain. 

(2) Dalam menetapkan penyerahan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), Bupati memperhatikan: 

a. standar kebutuhan tanah dan/atau bangunan untuk 

menyelenggarakan dan menunjang tugas dan fungsi 

instansi bersangkutan; 

b. hasil audit atas Penggunaan tanah dan/atau bangunan; 

dan/atau 

c. laporan, data, dan informasi yang diperoleh dari sumber 

lain. 

(3) Tindak lanjut pengelolaan atas penyerahan Barang Milik 

Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 

a. penetapan status Penggunaan; 

b. Pemanfaatan; atau 

c. Pemindahtanganan. 

 

Pasal 22 

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan 

Penggunaan Barang Milik Daerah diatur dengan Peraturan 

Bupati 

BAB VIII 

PEMANFAATAN 

Bagian Kesatu 

Kriteria Pemanfaatan 

Pasal 23 

(1) Pemanfaatan Barang Milik Daerah dilaksanakan oleh: 

a. Pengelola Barang dengan persetujuan Bupati, untuk 

Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaan 

Pengelola Barang; 

b. Pengguna Barang dengan persetujuan Pengelola Barang, 

untuk Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaan 

Pengguna Barang; atau  

c. Pengguna Barang dengan persetujuan Pengelola Barang, 

untuk Barang Milik Daerah berupasebagian tanah 



dan/atau bangunan yang masih digunakan oleh Pengguna 

Barang, dan selain tanah dan/atau bangunan.  

(2) Pemanfaatan Barang Milik Daerah dilaksanakan berdasarkan 

pertimbangan teknis dengan memperhatikan kepentingan 

daerah dan kepentingan umum.  

  

Bagian Kedua 

Bentuk Pemanfaatan 

Pasal 24 

Bentuk Pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa: 

a. Sewa; 

b. Pinjam Pakai; 

c. Kerja Sama Pemanfaatan; 

d. Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna; atau 

e. Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur.  

 

Bagian Ketiga 

Sewa  

Pasal 25  

(1) Sewa Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 24 huruf a dilaksanakan terhadap: 

a. Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan 

yang sudah diserahkan oleh Pengguna Barang kepada 

Bupati; 

b. Barang Milik Daerah berupa sebagian tanah dan/atau 

bangunan yang masih digunakan oleh Pengguna Barang; 

atau 

c. Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan.  

(2) Sewa Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf a dilaksanakan oleh Pengelola Barang setelah 

mendapat persetujuan Bupati. 

(3) Sewa Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf a, huruf b, dan huruf c dilaksanakan oleh Pengguna 

Barang setelah mendapat persetujuan dari Pengelola Barang.  

  

Pasal 26 

(1) Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 

dapat disewakan kepada Pihak Lain. 



(2) Jangka waktu Sewa Barang Milik Daerah sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) paling lama 5 (lima) tahun 

dan dapat diperpanjang. 

(3) Jangka waktu Sewa Barang Milik Daerah sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) dapat lebih dari 5(lima) tahun dan 

dapat diperpanjang untuk: 

a. kerja sama infrastruktur; 

b. kegiatan dengan karakteristik usaha yang memerlukan 

waktu sewa lebih dari 5 (lima) tahun; atau  

c. ditentukan lain dalam Undang-Undang.  

(4) Formula tarif/besaran Sewa Barang Milik Daerah 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) berupa tanah 

dan/atau bangunan ditetapkan oleh Bupati. 

(5) Besaran Sewa atas Barang Milik Daerah untuk kerja sama 

infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a 

atau untuk kegiatan dengan karakteristik usaha yang 

memerlukan waktu sewa lebihdari 5 (lima) tahun 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat 

mempertimbangkan nilai keekonomian dari masing-masing 

jenis infrastruktur. 

(6) Formula tarif/besaran Sewa Barang Milik Daerah selain 

tanah dan/atau bangunan ditetapkan oleh Bupati dengan 

berpedoman pada kebijakan pengelolaan Barang Milik 

Daerah. 

(7) Sewa Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 25 ayat (1) dilaksanakan berdasarkan perjanjian, yang 

sekurang kurangnya memuat: 

a. para pihak yang terikat dalam perjanjian; 

b. jenis, luas atau jumlah barang, besaran Sewa, dan jangka 

waktu; 

c. tanggung jawab penyewa atas biaya operasional dan 

pemeliharaan selama jangka waktu Sewa; 

d. hak dan kewajiban para pihak; dan  

e. peruntukan sewa, termasuk kelompok jenis kegiatan 

usaha dan kategori bentuk kelembagaan penyewa;  

(8) Hasil Sewa Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 25 ayat (1) merupakan penerimaan daerah dan 

seluruhnya wajib disetorkanke rekening Kas Umum Daerah.  

(9) Penyetoran uang Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (8) 

harus dilakukan sekaligus secara tunai paling lambat 2 (dua) 



hari kerja sebelumditandatanganinya perjanjian Sewa Barang 

Milik Daerah. 

(10) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (9), penyetoran uang Sewa Barang Milik Daerah untuk 

kerja sama infrastruktur dapat dilakukan secara bertahap 

dengan persetujuanPengelola Barang. 

 

Bagian Keempat 

Pinjam Pakai 

Pasal 27  

(1) Pinjam Pakai Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 24 huruf b dilaksanakan antara Pemerintah Pusat 

dan PemerintahDaerah atau antar Pemerintah Daerah dalam 

rangka penyelenggaraan pemerintahan. 

(2) Jangka waktu Pinjam Pakai Barang Milik Daerah sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1)paling lama 5 (lima) tahun dan 

dapatdiperpanjang 1 (satu) kali. 

(3) Pinjam Pakai Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan perjanjian yang 

sekurang-kurangnya memuat: 

a. para pihak yang terikat dalam perjanjian; 

b. jenis, luas atau jumlah barang yang dipinjamkan, dan 

jangka waktu; 

c. tanggung jawab peminjam atas biaya operasional dan 

pemeliharaan selama jangka waktupeminjaman; 

d. hak dan kewajiban para pihak; dan 

e. peruntukan pinjam pakai. 

 

Bagian Kelima 

Kerja Sama Pemanfaatan  

Pasal 28  

Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 24 huruf c dengan Pihak Lain 

dilaksanakan dalam rangka: 

a. mengoptimalkan daya guna dan hasil guna Barang Milik 

Daerah; dan/atau 

b. meningkatkan pendapatan daerah.  

 

 

 



Pasal 29 

(1) Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 28 dilaksanakan terhadap: 

a. Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan 

yang sudah  diserahkan oleh PenggunaBarang kepada 

Bupati; 

b. Barang Milik Daerah berupa sebagian tanah dan/atau 

bangunan yang masih digunakan olehPengguna Barang; 

atau 

c. Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan.  

(2) Kerja Sama Pemanfaatan atas Barang Milik Daerah 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf adilaksanakan 

oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Bupati.  

(3) Kerja Sama Pemanfaatan atas Barang Milik Daerah 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufb dan huruf c 

dilaksanakan oleh Pengguna Barang setelah mendapat 

persetujuan Pengelola Barang.  

 

Pasal 30 

(1) Kerja Sama Pemanfaatan atas Barang Milik Daerah 

sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) dilaksanakan 

dengan ketentuan: 

a. tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam 

Anggaran  Pendapatan dan Belanja Daerah untuk 

memenuhi biaya operasional,  pemeliharaan, dan/atau 

perbaikan yang diperlukan terhadap Barang  Milik Daerah 

tersebut; 

b. mitra Kerja Sama Pemanfaatan ditetapkan melalui tender, 

kecuali  untuk Barang Milik Daerah yang bersifat khusus 

dapat dilakukan  penunjukan langsung; 

c. penunjukan langsung mitra Kerja Sama Pemanfaatan atas 

Barang Milik Daerah yangbersifat khusus sebagaimana 

dimaksud pada huruf b dilakukan oleh Pengguna Barang 

terhadap Badan Usaha Milik Daerah yang memiliki bidang 

dan/atau wilayah kerja tertentu sesuaiketentuan peraturan 

perundang-undangan; 

d. mitra Kerja Sama Pemanfaatan harus membayar kontribusi 

tetap setiap tahun selama jangka waktupengoperasian yang 

telah ditetapkan dan pembagian keuntungan hasil Kerja 

Sama Pemanfaatanke rekening Kas Umum Daerah; 



e. besaran pembayaran kontribusi tetap dan pembagian 

keuntungan hasil Kerja Sama Pemanfaatan ditetapkan dari 

hasil perhitungan tim yang dibentuk oleh: 

1. Bupati untuk Barang Milik Daerah berupa tanah 

dan/atau bangunan; atau 

2. Pengelola Barang Milik Daerah, untuk Barang Milik 

Daerah selain tanah dan/atau bangunan.  

f. besaran pembayaran kontribusi tetap dan 

pembagian/keuntungan hasil Kerja Sama Pemanfaatan 

harus mendapat persetujuan Pengelola Barang; 

g. dalam Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Daerah 

berupa tanah dan/atau bangunan,sebagian kontribusi 

tetap dan pembagian keuntungannya dapat berupa 

bangunan besertafasilitasnya yang dibangun dalam satu 

kesatuan perencanaan tetapi tidak termasuk sebagai 

objekKerja Sama Pemanfaatan; 

h. besaran nilai bangunan beserta fasilitasnya sebagai bagian 

dari kontribusi tetap dan kontribusi pembagian 

keuntungan sebagaimana dimaksud pada huruf g paling 

banyak 10% (sepuluh persen) dari total penerimaan 

kontribusi tetap dan pembagian keuntungan selama masa 

Kerja Sama Pemanfaatan; 

i. bangunan yang dibangun dengan biaya sebagian kontribusi 

tetap dan pembagian keuntungan dariawal pengadaannya 

merupakan Barang Milik Daerah; 

j. selama jangka waktu pengoperasian, mitra Kerja Sama 

Pemanfaatan dilarang menjaminkan atau menggadaikan 

Barang Milik Daerah yang menjadi objek Kerja Sama 

Pemanfaatan; dan 

k. jangka waktu Kerja Sama Pemanfaatan paling lama 30 (tiga 

puluh) tahun sejak perjanjianditandatangani dan dapat 

diperpanjang.  

(2) Semua biaya persiapan Kerja Sama Pemanfaatan yang terjadi 

setelah ditetapkannya mitra Kerja SamaPemanfaatan dan 

biaya pelaksanaan Kerja Sama Pemanfaatan menjadi beban 

mitra Kerja SamaPemanfaatan. 

(3) Ketentuan mengenai jangka waktu sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf k tidak berlaku dalam halKerja Sama 

Pemanfaatan atas Barang Milik Daerah untuk penyediaan 

infrastruktur berupa: 



a. infrastruktur transportasi meliputi pelabuhan laut, sungai 

dan/atau danau, bandar udara, terminal,dan/atau jaringan 

rel dan/atau stasiun kereta api;  

b. infrastruktur jalan meliputi jalan jalur khusus, jalan tol, 

dan/atau jembatan tol; 

c. infrastruktur sumber daya air meliputi saluran pembawa 

air baku dan/atau waduk/bendungan; 

d. infrastruktur air minum meliputi bangunan pengambilan 

air baku, jaringan transmisi, jaringandistribusi, dan/atau 

instalasi pengolahan air minum; 

e. infrastruktur air limbah meliputi instalasi pengolah air 

limbah, jaringan pengumpul dan/atau jaringanutama, 

dan/atau sarana persampahan yang meliputi pengangkut 

dan/atau tempat pembuangan; 

f. infrastruktur telekomunikasi meliputi jaringan 

telekomunikasi; 

g. infrastruktur ketenagalistrikan meliputi pembangkit, 

transmisi, distribusi dan/atau instalasi tenagalistrik; 

dan/atau 

h. infrastruktur minyak dan/atau gas bumi meliputi instalasi  

pengolahan, penyimpanan, pengangkutan,transmisi, 

dan/atau distribusi minyak dan/atau gas bumi.  

(4) Jangka waktu Kerja Sama Pemanfaatan atas Barang Milik 

Daerah untuk penyediaan infrastruktursebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) paling lama 50 (lima puluh) tahun 

sejak perjanjian ditandatanganidan dapat diperpanjang.  

(5) Dalam hal mitra Kerja Sama Pemanfaatan atas Barang Milik 

Daerah untuk penyediaan infrastruktur sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) berbentuk Badan Usaha Daerah, 

kontribusi tetap dan pembagian keuntungan dapat ditetapkan 

paling tinggi sebesar 70% (tujuh puluhpersen) dari hasil 

perhitungan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e. 

(6) Besaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan 

sebagaimana  

(7) dimaksud pada ayat (5) ditetapkansesuaidengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan.  

 

 

 

 



Bagian Keenam 

Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna 

Pasal 31 

(1) Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna Barang Milik 

Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf d 

dilaksanakan dengan pertimbangan: 

a. Pengguna Barang memerlukan bangunan dan fasilitas bagi 

penyelenggaraan pemerintahandaerah untuk kepentingan 

pelayanan umum dalam rangka penyelenggaraan tugas 

danfungsi; dan 

b. tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk 

penyediaan bangunan dan fasilitas tersebut.  

(2) Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna Barang Milik 

Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dilaksanakan 

oleh Pengelola Barang Milik Daerah setelah mendapat 

persetujuanBupati.  

(3) Barang Milik Daerah berupa tanah yang status 

penggunaannya ada pada Pengguna Barang dan telah 

direncanakan untuk penyelenggaraan tugas  dan fungsi 

Pengguna Barang yang bersangkutan, dapat dilakukan 

Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna setelah terlebih 

dahulu diserahkan Bupati. 

(4) Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Pengelola Barang 

dengan mengikutsertakan Pengguna Barang sesuai tugas dan 

fungsinya. 

 

Pasal 32 

Penetapan status Penggunaan Barang Milik Daerah sebagai hasil 

dari pelaksanaan Bangun GunaSerah atau Bangun Serah Guna 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) dilaksanakan oleh 

Bupati, dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi 

perangkat daerah terkait.  

 

Pasal 33 

(1) Jangka waktu Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna 

paling lama 30 (tiga puluh) tahun sejak perjanjian 

ditandatangani. 



(2) Penetapan mitra Bangun Guna Serah atau mitra Bangun 

Serah Guna dilaksanakan melalui tender. 

(3) Mitra Bangun Guna Serah atau mitra Bangun Serah Guna 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah ditetapkan, 

selama jangka waktu pengoperasian: 

a. wajib membayar kontribusi ke rekening Kas Umum Daerah 

setiap tahun, yang besarannyaditetapkan berdasarkan 

hasil perhitungan tim yang dibentuk oleh pejabat yang 

berwenang; 

b. wajib memelihara objek Bangun Guna Serah atau Bangun 

Serah Guna; dan 

c. dilarang menjaminkan, menggadaikan, atau 

memindahtangankan:  

1. tanah yang menjadi objek Bangun Guna Serah atau 

Bangun Serah Guna; 

2. hasil Bangun Guna Serah yang digunakan langsung 

untuk penyelenggaraan tugas danfungsi Pemerintah 

Daerah; dan/atau 

3. hasil Bangun Serah Guna.  

(4)  Dalam jangka waktu pengoperasian, hasil Bangun Guna 

Serah atau Bangun Serah Guna harus digunakan langsung 

untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah 

paling sedikit10% (sepuluh persen). 

(5) Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna dilaksanakan 

berdasarkan perjanjian yang sekurang-kurangnya memuat: 

a. para pihak yang terikat dalam perjanjian; 

b. objek Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna; 

c. jangka waktu Bangun Guna Serah atau Bangun Serah 

Guna; 

d. hak dan kewajiban para pihak yang terikat dalam 

perjanjian; dan 

e. peruntukan bangun guna serah/bangun serah guna.  

(6) Izin mendirikan bangunan dalam rangka Bangun Guna Serah 

atau Bangun Serah Guna harusdiatasnamakanPemerintah 

Daerah. 

(7) Semua biaya persiapan Bangun Guna Serah atau Bangun 

Serah Guna yang terjadi setelah ditetapkannyamitra Bangun 

Guna Serah atau Bangun Serah Guna dan biaya pelaksanaan 

Bangun Guna Serah Atau Bangun Serah Guna menjadi beban 

mitra yang bersangkutan. 



(8) Mitra Bangun Guna Serah Barang Milik Daerah sebagaimana 

dimasksud pada ayat (3) harus menyerahkan objek Bangun 

Guna Serah kepadaBupati pada akhir jangka waktu 

pengoperasian, setelah dilakukan audit oleh 

aparatpengawasan intern Pemerintah.  

 

Pasal 34 

Bangun Serah Guna Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 33 ayat (8) dilaksanakan dengan tata cara: 

a. mitra Bangun Serah Guna harus menyerahkan objek Bangun 

Serah Guna kepadaBupati setelah selesainya pembangunan; 

b. hasil Bangun Serah Guna yang diserahkan kepada Bupati 

ditetapkan sebagai Barang Milik Daerah; 

c. mitra Bangun Serah Guna dapat mendayagunakan Barang 

Milik Daerah sebagaimana dimaksudpada ayat (1) sesuai 

jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian; dan 

d. setelah jangka waktu pendayagunaan berakhir, objek Bangun 

Serah Guna terlebih dahulu diauditoleh aparat pengawasan 

intern Pemerintah sebelum penggunaannya ditetapkan oleh 

Bupati.  

Bagian Ketujuh 

Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur 

Pasal 35 

(1) Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur atas Barang Milik 

Daerah dilaksanakan terhadap: 

a. Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan 

pada Pengelola Barang/PenggunaBarang; 

b. Barang Milik Daerah berupa sebagian tanah dan/atau 

bangunan yang masih digunakan oleh Pengguna Barang; 

atau 

c. Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan.  

(2) Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur atas Barang Milik 

Daerah pada Pengelola Barangsebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf a dilaksanakan olehPengelola Barang dengan 

persetujuan Bupati. 

(3) Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur atas Barang Milik 

Daerah pada Pengguna Barangsebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dilaksanakan 

olehPengguna Barang dengan persetujuan Bupati.  

  



Pasal 36 

(1) Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur atas Barang Milik 

Daerah dilakukan antara Pemerintah dan Badan Usaha. 

(2) Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 

badan usaha yang berbentuk: 

a. perseroan terbatas; 

b. Badan Usaha Milik Daerah; dan/ atau 

c. koperasi.  

(3) Jangka waktu Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur 

sebagaimana dimasksud pada ayat (1)  paling lama 50 (lima 

puluh) tahun dan dapat diperpanjang. 

(4) Penetapan mitra Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur 

dilaksanakan sesuai ketentuan peraturanperundang-

undangan. 

(5) Mitra Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur yang telah 

ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), selama 

jangka waktu Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur: 

a. dilarang menjaminkan, menggadaikan, atau 

memindahtangankan Barang Milik Daerah yang menjadi 

objek Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur; 

b. wajib memelihara objek Kerja Sama Penyediaan 

Infrastruktur dan barang hasil Kerja SamaPenyediaan 

Infrastruktur; dan 

c. dapat dibebankan pembagian kelebihan keuntungan 

sepanjang terdapat kelebihan keuntunganyang diperoleh 

dari yang ditentukan pada saat perjanjian dimulai 

(clawback).  

(6) Pembagian kelebihan keuntungan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (5) huruf c disetorkan ke Kas UmumDaerah. 

(7) Formula dan/atau besaran pembagian kelebihan keuntungan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (5) hurufc ditetapkan 

olehBupati. 

(8) Mitra Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur sebagaimana 

dimaksud pada ayat (5) harus menyerahkan objek Kerja Sama  

Penyediaan Infrastruktur dan barang hasil Kerja Sama 

Penyediaan Infrastruktur kepada Pemerintah pada 

saatberakhirnya jangka waktu Kerja Sama Penyediaan 

Infrastruktur sesuai perjanjian. 



(9) Barang hasil Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur menjadi 

Barang Milik Daerah sejak diserahkankepada Pemerintah 

sesuai perjanjian.  

 

Bagian Kedelapan 

Tender 

Pasal 37 

Tender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b 

dan Pasal 33 ayat (2) dilakukan dengan tatacara: 

a. rencana tender diumumkan di media massa nasional; 

b. tender dapat dilanjutkan pelaksanaannya sepanjang terdapat 

paling sedikit 3 (tiga) peserta calon mitrayang memasukkan 

penawaran; 

c. dalam hal calon mitra yang memasukkan penawaran kurang 

dari 3 (tiga) peserta, dilakukan pengumumanulang di media 

massa nasional; dan 

d. dalam hal setelah pengumuman ulang:  

1. terdapat paling sedikit 3 (tiga) peserta calon mitra, proses 

dilanjutkan dengan mekanisme tender; 

2. terdapat 2 (dua) peserta calon mitra, tender dinyatakan 

gagal dan proses selanjutnya dilakukandengan mekanisme 

seleksi langsung; atau 

3. terdapat 1 (satu) peserta calon mitra, tender dinyatakan 

gagal dan proses selanjutnya dilakukandengan mekanisme 

penunjukan langsung.  

 

Pasal 38 

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan 

Pemanfaatan Barang Milik Daerahsebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 28 diatur denganPeraturan Bupati.  

 

BAB VII 

PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN 

Bagian Kesatu 

Pengamanan 

Pasal 39 

(1) Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau Kuasa 

Pengguna Barang wajib melakukan pengamanan Barang Milik 

Daerah yang berada dalam penguasaannya. 



(2) Pengamanan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) meliputi pengamanan administrasi, pengamanan 

fisik, dan pengamanan hukum.  

 

Pasal 40 

(1) Barang Milik Daerah berupa tanah harus disertifikatkan atas 

nama Pemerintah Daerah. 

(2) Barang Milik Daerah berupa bangunan harus dilengkapi 

dengan bukti kepemilikan atas namaPemerintah Daerah. 

(3) Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan harus 

dilengkapi dengan bukti kepemilikan atasnama Pemerintah 

Daerah.  

 

Pasal 41 

(1) Bukti kepemilikan Barang Milik Daerah sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 30 wajib disimpan dengan tertib dan 

aman. 

(2) Penyimpanan bukti kepemilikan Barang Milik Daerah 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pengelola 

Barang. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyimpanan 

dokumen kepemilikan Barang Milik Daerah diatur dengan 

Peraturan Bupati.  

 

Pasal 42 

(1) Bupati dapat menetapkan kebijakan asuransi atau 

pertanggungan dalam rangka pengamanan Barang Milik 

Daerah tertentu dengan mempertimbangkan kemampuan 

keuangan daerah. 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara asuransi Barang 

Milik Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.  

 

Bagian Kedua 

Pemeliharaan 

Pasal 43 

(1) Pengelola Barang, Pengguna Barang, atau Kuasa Pengguna 

Barang bertanggung jawab atas pemeliharaan Barang Milik 

Daerah yang berada di bawah penguasaannya. 

(2) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

berpedoman pada Daftar Kebutuhan PemeliharaanBarang.  



(3) Biaya pemeliharaan Barang Milik Daerah dibebankan pada 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 

(4) Dalam hal Barang Milik Daerah dilakukan Pemanfaatan 

dengan Pihak Lain, biaya pemeliharaan menjadi tanggung 

jawab sepenuhnya dari penyewa, peminjam, mitra Kerja Sama 

Pemanfaatan, mitra Bangun Guna Serah/ Bangun Serah 

Guna, atau mitra Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur.  

 

Pasal 44 

(1) Kuasa Pengguna Barang wajib membuat Daftar Hasil 

Pemeliharaan Barang yang berada dalam kewenangannya dan 

melaporkan secara tertulis Daftar Hasil Pemeliharaan Barang 

tersebut kepada Pengguna Barang secara berkala. 

(2) Pengguna Barang atau pejabat yang ditunjuk meneliti laporan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menyusun daftar 

hasil pemeliharaan barang yang dilakukan dalam 1 (satu) 

Tahun Anggaran sebagai bahan untuk melakukan evaluasi 

mengenai efisiensi pemeliharaan Barang Milik Daerah.  

 

BAB VIII 

PENILAIAN 

Pasal 45 

Penilaian Barang Milik Daerah dilakukan dalam rangka 

penyusunan  neraca Pemerintah Daerah,Pemanfaatan, atau 

Pemindahtanganan, kecuali  dalam hal untuk:  

a. Pemanfaatan dalam bentuk Pinjam Pakai; atau 

b. Pemindahtanganan dalam bentuk Hibah.  

  

Pasal 46 

Penetapan nilai Barang Milik Daerah dalam rangka penyusunan 

neraca Pemerintah Daerah dilakukan dengan berpedoman pada 

Standar Akuntansi  Pemerintahan (SAP).  

  

Pasal 47 

(1) Penilaian Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau 

bangunan dalam rangka Pemanfaatan atauPemindahtanganan 

dilakukan oleh: 

a. Penilai Pemerintah; atau 

b. Penilai Publik yang ditetapkan oleh Bupati.  



(2) Penilaian Barang Milik Daerahsebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dilaksanakan untuk mendapatkan nilai wajar sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  

 

Pasal 48 

(1) Penilaian Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau 

bangunan dalam rangka Pemanfaatan atau 

Pemindahtanganan dilakukan oleh tim yang ditetapkan oleh 

Bupati, dan dapatmelibatkan Penilai yang ditetapkan  

Bupati. 

(2) Penilaian Barang Milik Daerahsebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dilaksanakan untuk mendapatkan nilai wajar sesuai 

denganketentuan peraturan perundang-undangan. 

(3) Dalam hal Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

dilakukan oleh Pengguna Barang tanpamelibatkan Penilai, 

maka hasil Penilaian Barang Milik Daerah hanya merupakan 

nilai taksiran. 

(4) Hasil Penilaian Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) ditetapkan olehBupati.  

 

Pasal 49 

(1) Dalam kondisi tertentu, Pengelola Barang dapat melakukan 

Penilaian kembali atas nilai Barang Milik Daerah yang telah 

ditetapkan dalam neraca Pemerintah Daerah. 

(2) Keputusan mengenai Penilaian kembali atas nilai Barang Milik 

Daerah sebagaimana dimasksud pada ayat (1) dilaksanakan 

berdasarkankebijakan yang ditetapkan oleh Bupati sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  

 

Pasal 50 

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penilaian Barang Milik Daerah 

diatur dengan Peraturan Bupati.  

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB IX 

PEMINDAHTANGANAN  

Bagian Kesatu  

Umum 

Pasal 51 

(1) Barang Milik Daerah yang tidak diperlukan bagi 

penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dapat dipindah 

tangankan. 

(2) Pemindahtanganan Barang Milik Daerah sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:  

a. Penjualan;  

b. Tukar Menukar;  

c. Hibah; atau  

d. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah. 

 

Bagian Kedua 

Persetujuan Pemindahtanganan  

Pasal 52 

(1) Pemindahtanganan Barang Milik Daerah sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 51 untuk: 

a. tanah dan/ atau bangunan; atau  

b. selain tanah dan/ atau bangunan yang bernilai lebih dari  

Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);  

(2) Pemindahtanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah. 

(3) Pemindahtanganan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/ 

atau bangunan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) huruf a 

tidak memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah, apabila: 

a. sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau 

penataan kota; 

b. harus dihapuskan karena anggaran untuk bangunan 

pengganti sudah disediakan dalam dokumen 

penganggaran;  

c. diperuntukkan bagi pegawai negeri; 

d. diperuntukkan bagi kepentingan umum; atau 

e. dikuasai negara berdasarkan putusan pengadilan yang 

telah berkekuatan hukum tetap dan/ atau berdasarkan 

ketentuan peraturan perundang-undangan, yang jika 



status kepemilikannya dipertahankan tidak layak secara 

ekonomis.  

(4) Usul untuk memperoleh persetujuan Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) 

diajukan oleh Bupati.  

 

Pasal 53 

Pemindahtanganan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/ atau 

bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) 

dilakukan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan 

Bupati.  

 

Pasal 54 

(1) Pemindahtanganan Barang Milik Daerah selain tanah dan/ 

atau bangunan yang bernilai sampai dengan Rp 

5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dilakukan oleh Pengelola 

Barang setelah mendapat persetujuan Bupati. 

(2) Pemindahtanganan Barang Milik Daerah selain tanah 

dan/atau bangunan yang bernilai lebih dari Rp 

5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 52 ayat (2) huruf b dilakukan oleh Pengelola 

Barang setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah. 

(3) Usul untuk memperoleh persetujuan Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud padaayat (2) diajukan 

oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

 

Bagian Ketiga 

Penjualan 

Pasal 55 

Penjualan Barang Milik Daerah dilaksanakan dengan 

pertimbangan:  

a. untuk optimalisasi Barang Milik Daerah yang berlebih atau 

tidakdigunakan/dimanfaatkan; 

b. secara ekonomis lebih menguntungkan bagi negara/ daerah 

apabila dijual; dan/ atau  

c. sebagai pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-

undangan.  

 



Pasal 56 

(1) Penjualan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 55 dilakukan secara lelang, kecuali dalam hal tertentu.  

(2) Pengecualian dalam hal tertentu sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) meliputi: 

a. Barang Milik Daerah yang bersifat khusus; 

b. Barang Milik Daerah lainnya yang ditetapkan lebih lanjut 

oleh Bupati. 

(3) Penentuan nilai dalam rangka Penjualan Barang Milik Daerah 

secara lelang sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dilakukan 

dengan memperhitungkan faktor penyesuaian. 

(4) Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan 

batasan terendah yang disampaikan kepadaBupati, sebagai 

dasar penetapan nilai limit. 

(5) Ketentuan mengenai tata cara Penjualan Barang Milik Daerah 

yang bersifat khusus diatur denganPeraturan Bupati.  

(6) Penjualan Barang Milik Daerah lainnya sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melaluitata cara 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

Pasal 57 

Penjualan Barang Milik Daerah dilaksanakan oleh Pengelola 

Barang setelah mendapat persetujuan Bupati.  

 

Pasal 58 

(1) Penjualan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 57 dilakukan dengan tatacara: 

a. Pengguna Barang melalui Pengelola Barang mengajukan 

usul Penjualan Barang Milik Daerahselain tanah dan/atau 

bangunan kepada Bupati disertai pertimbangan 

aspekteknis, ekonomis, dan yuridis; 

b. Bupati meneliti dan mengkaji pertimbangan perlunya 

Penjualan Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau 

bangunan dari aspek teknis, ekonomis, dan yuridis; 

c. apabila memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan,Bupati dapat menyetujui 

dan menetapkan Barang Milik Daerah selain 

tanahdan/atau bangunan yang akan dijual sesuai batas 

kewenangannya; dan 



d. untuk Penjualan yang memerlukan persetujuan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah, Bupati mengajukan usul 

Penjualan disertai dengan pertimbangan atas 

usulantersebut.  

(2) Hasil penjualan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) wajib disetor seluruhnya ke rekening Kas Umum 

Daerah sebagai penerimaan daerah.  

 

Bagian Keempat 

Tukar Menukar 

Pasal 59 

(1) Tukar Menukar Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 51 ayat (2)  huruf b dilaksanakan dengan 

pertimbangan: 

a. untuk memenuhi kebutuhan operasional penyelenggaraan 

pemerintahan; 

b. untuk optimalisasi Barang Milik Daerah; dan 

c. tidak tersedia dana dalam Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah.  

(2) Tukar Menukar Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dapat dilakukan dengan pihak: 

a. Pemerintah Pusat; 

b. Pemerintah Daerah lainnya; 

c. Badan Usaha Milik Negara/Daerah atau badan hukum 

lainnya yang dimiliki negara; atau 

d. swasta.  

  

Pasal 60 

(1) Tukar Menukar Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 59 dapat berupa: 

a. tanah dan/atau bangunanyang telah diserahkan kepada 

Bupati; 

b. tanah dan/atau bangunan yang berada pada Pengguna 

Barang; atau 

c. selain tanah dan/atau bangunan.  

(2) Penetapan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau 

bangunan yang akan dipertukarkan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Bupati, sesuai batas 

kewenangannya. 



(3) Tukar Menukar sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  

dilaksanakan oleh Pengelola Barang setelah mendapat 

persetujuan Bupati.  

 

Pasal 61 

(1) Tukar Menukar Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 60 ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan 

dengan tata cara: 

a. Pengguna Barang melalui Pengelola Barang mengajukan 

usul Tukar Menukar Barang Milik Daerah berupa tanah 

dan/atau bangunan kepada Bupati disertai pertimbangan 

dankelengkapan data; 

b. Bupati meneliti dan mengkaji pertimbangan perlunya 

Tukar Menukar BarangMilik Daerah berupa tanah 

dan/atau bangunan dari aspek teknis, ekonomis, dan 

yuridis; 

c. apabila memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan, Bupati dapat menyetujui 

dan menetapkan Barang Milik Daerah berupa tanah 

dan/atau bangunan yang akan dipertukarkan; 

d. proses persetujuan Tukar Menukar Barang Milik Daerah 

berupa tanah dan/ atau bangunan dilaksanakan dengan 

berpedoman pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 51 ayat(2) dan ayat (3), serta Pasal 53; 

e. Pengelola Barang melaksanakan Tukar Menukar dengan 

berpedoman pada persetujuan Bupati; dan 

f. pelaksanaan serah terima barang yang dilepas dan barang 

pengganti harus dituangkan dalam berita acara serah 

terima barang.  

(2) Tukar Menukar Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 60 ayat (1) huruf c dilaksanakan dengan tata 

cara: 

a. Pengguna Barang mengajukan usul Tukar Menukar Barang 

Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan kepada 

Pengelola Barang disertai pertimbangan, kelengkapan data, 

dan hasilpengkajian tim intern instansi Pengguna Barang; 

b. Pengelola Barang meneliti dan mengkaji pertimbangan 

tersebut dari aspek teknis, ekonomis, dan yuridis; 

c. apabila memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan, Pengelola Barang dapat 



menyetujui usul Tukar Menukar Barang Milik Daerah 

selain tanah dan/atau bangunan sesuai batas 

kewenangannya; 

d. proses persetujuan Tukar Menukar Barang Milik Daerah 

selain tanah dan/atau bangunan dilaksanakan dengan 

berpedoman pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 51 ayat (2) dan ayat (3), serta Pasal 53; 

e. Pengguna Barang melaksanakan Tukar Menukar dengan 

berpedoman pada persetujuan PengelolaBarang; dan 

f. pelaksanaan serah terima barang yang dilepas dan barang 

pengganti harus dituangkan dalam berita acara serah 

terima barang.  

  

Bagian Kelima 

Hibah 

Pasal 62 

(1) Hibah Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal  50 ayat (2) huruf c dilakukan dengan pertimbangan 

untuk kepentingan sosial, budaya,keagamaan, kemanusiaan, 

pendidikan yang bersifat non komersial, dan penyelenggaraan 

pemerintahan daerah. 

(2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi 

syarat: 

a. bukan merupakan barang rahasia negara; 

b. bukan merupakan barang yang menguasai hajat hidup 

orang banyak; dan 

c. tidak diperlukan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi 

dan penyelenggaraan pemerintahan daerah. 

(3) Ketentuan mengenai kriteria kepentingan sosial, budaya, 

keagamaan, kemanusiaan, pendidikan yang bersifat non 

komersial, dan penyelenggaraan pemerintahan daerah 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan.  

  

Pasal 63 

(1) Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 dapat berupa: 

a. tanah dan/atau bangunanyang telah diserahkan kepada 

Bupati; 

b. tanah dan/atau bangunan yang berada pada Pengguna 

Barang; atau 



c. selain tanah dan/atau bangunan.  

(2) Penetapan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau 

bangunan yang akan dihibahkan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Bupati,sesuai batas 

kewenangannya. 

(3) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 

oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Bupati  

  

Pasal 64 

(1) Hibah Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 63 ayat (1) huruf a dan huruf bdilaksanakan dengan tata 

cara: 

a. Pengguna Barang melalui Pengelola Barang mengajukan 

usul Hibah Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau 

bangunan kepada Bupati disertai dengan pertimbangan 

dankelengkapan data; 

b. Bupati meneliti dan mengkaji usul Hibah Barang Milik 

Daerah berdasarkan pertimbangan dan syarat 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62; 

c. apabila memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan,Bupati dapat menyetujui 

dan/atau menetapkan Barang Milik Daerah berupa tanah 

dan/atau bangunan yang akan dihibahkan; 

d. proses persetujuan Hibah dilaksanakan dengan 

berpedoman pada ketentuan Pasal 51 ayat (1) dan ayat 

(2),serta Pasal 53; 

e. Pengelola Barang melaksanakan Hibah dengan 

berpedoman pada persetujuan Bupati; dan 

f. pelaksanaan serah terima barang yang dihibahkan harus 

dituangkan dalam berita acara serahterima barang.  

(2) Hibah Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 63 ayat (1) huruf c dilaksanakan dengantata cara: 

a. Pengguna Barang mengajukan usul Hibah Barang Milik 

Daerah selain tanah dan/atau bangunankepada Pengelola 

Barang disertai pertimbangan, kelengkapan data, dan hasil 

pengkajian tim interninstansi Pengguna Barang; 

b. Pengelola Barang meneliti dan mengkaji usul Hibah Barang 

Milik Daerah berdasarkan pertimbangan dan syarat 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62; 



c. apabila memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan, Pengelola Barang dapat 

menyetujui usul Hibah Barang Milik Daerah selain tanah 

dan/atau bangunan sesuaibatas kewenangannya; 

d. Pengguna Barang melaksanakan Hibah dengan 

berpedoman pada persetujuan Pengelola Barang;dan 

e. pelaksanaan serah terima barang yang dihibahkan harus 

dituangkan dalam berita acara serahterima barang.  

  

Bagian Keenam 

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah 

Pasal 65 

(1) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah atas Barang Milik 

Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf 

d dilakukan dalam rangka pendirian, memperbaiki struktur 

permodalan dan/atau meningkatkan kapasitas usaha Badan 

Usaha MilikDaerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki 

negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

(2) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dapat dilakukandengan pertimbangan:  

a. Barang Milik Daerah yang dari awal pengadaannya sesuai 

dokumen penganggaran diperuntukkan bagi Badan Usaha 

Milik Negara/Daerah atau badan hukum lainnya yang 

dimilikinegara dalam rangka penugasan pemerintah; atau 

b. Barang Milik Daerah lebih optimal apabila dikelola oleh 

Badan Usaha Milik Negara/Daerah atau badan hukum 

lainnya yang dimiliki negara, baik yang sudah ada maupun 

yang akan dibentuk. 

 

Pasal 66 

(1) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah atas Barang Milik 

Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 dapat berupa: 

a. tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan kepada 

Bupati; 

b. tanah dan/atau bangunan pada Pengguna Barang; atau 

c. Barang Milik Daerah selain tanah dan/ atau bangunan.  

(2)  Penetapan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/ atau 

bangunan yang akan disertakan sebagai modal Pemerintah 



Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 

dilakukan oleh Bupati,sesuai batas kewenangannya. 

(3) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah atas Barang Milik 

Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 

oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Bupati.  

 

Pasal 67 

(1) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah atas Barang Milik 

Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf 

a dan huruf b  dilaksanakan dengan tata cara: 

a. Pengguna Barang melalui Pengelola Barang mengajukan 

usul Penyertaan Modal PemerintahDaerah atas Barang 

Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan 

kepadaBupati disertai dengan pertimbangan dan 

kelengkapan data; 

b. Bupati meneliti dan mengkaji usul Penyertaan Modal 

Pemerintah Daerah yangdiajukan oleh Pengguna Barang 

berdasarkan pertimbangan dan syarat sebagaimana 

dimaksuddalam Pasal 65; 

c. apabila memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan,Bupati dapat menyetujui 

dan/atau menetapkan Barang Milik Daerah berupatanah 

dan/atau bangunan yang akan disertakan sebagai modal 

Pemerintah Daerah; 

d. proses persetujuan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah 

dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 

51 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 53 serta Pasal 54; 

e. Pengelola Barang melaksanakan Penyertaan Modal 

Pemerintah Daerah dengan berpedoman pada persetujuan 

Bupati; 

f. Pengelola Barang menyiapkan Rancangan Peraturan 

Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah 

dengan melibatkan instansi terkait; 

g. Pengelola Barang menyampaikan Rancangan Peraturan 

Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk 

ditetapkan; dan 

h. Pengelola Barang melakukan serah terima barang kepada 

Badan Usaha Milik Negara/Daerah atau badan hukum 

lainnya yang dimiliki negara yang dituangkan dalam berita 



acara serah terima barang setelah Peraturan Daerah 

ditetapkan.  

(2) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah atas Barang Milik 

Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf 

c dilaksanakan dengan tata cara:  

a. Pengguna Barang mengajukan usul Penyertaan Modal 

Pemerintah Daerah selain tanah dan/ataubangunan 

kepada Pengelola Barang disertai pertimbangan, 

kelengkapan data, dan hasil pengkajian tim intern instansi 

Pengguna Barang; 

b. Pengelola Barang meneliti dan mengkaji usul Penyertaan 

Modal Pemerintah Daerah yang diajukan oleh Pengguna 

Barang berdasarkan pertimbangan dan syarat 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65; 

c. apabila memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan, Pengelola Barang dapat 

menyetujui usul  Penyertaan Modal Pemerintah Daerah 

selain tanah  dan/atau bangunan yang diajukan oleh 

Pengguna Barang sesuai batas kewenangannya; 

d. Pengelola Barang menyiapkan Rancangan Peraturan 

Daerah tentang Penyertaan ModalPemerintah Daerah 

dengan melibatkan instansi terkait; 

e. Pengelola Barang menyampaikan Rancangan Peraturan 

Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk 

ditetapkan; dan 

f. Pengguna Barang melakukan serah terima barang kepada 

Badan Usaha Milik Negara/Daerah atau badan hukum 

lainnya yang dimiliki negara yang dituangkan dalam berita 

acara serah terima barang setelah Peraturan Daerah 

ditetapkan.  

  

Pasal 68 

Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata cara pelaksanaan 

Pemindahtanganan Barang Milik Daerah diatur dengan Peraturan 

Bupati. 

 

BAB X 

PEMUSNAHAN 

Pasal 69 

Pemusnahan Barang Milik Daerah dilakukan dalam hal: 



a. Barang Milik Daerah tidak dapat digunakan, tidak dapat 

dimanfaatkan,  dan/atau tidak dapat dipindahtangankan; 

atau 

b. Terdapat alasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan.  

  

Pasal 70 

(1) Pemusnahan Barang Milik Daerahsebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 69 dilaksanakan oleh Pengguna Barang setelah 

mendapat persetujuan Bupati. 

(2) Pelaksanaan Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) dituangkan dalam berita acara dan dilaporkan kepada 

Bupati.  

  

Pasal 71 

Pemusnahan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 70 dilakukan dengan cara dibakar, dihancurkan, ditimbun, 

ditenggelamkan atau cara lain sesuaidengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan.  

  

Pasal 72 

Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata cara pelaksanaan 

Pemusnahan Barang Milik Daerah diatur dengan Peraturan 

Bupati.  

  

BAB XI 

PENGHAPUSAN 

Pasal 73 

Penghapusan meliputi:  

a. Penghapusan dari Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar 

Barang Kuasa Pengguna; dan 

b. Penghapusan dari Daftar Barang Milik Daerah.  

  

Pasal 74 

(1) Penghapusan dari Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar 

Barang Kuasa Pengguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

73 huruf a, dilakukan dalam hal Barang Milik Daerah sudah 

tidak berada dalam penguasaan Pengguna Barang dan/atau 

Kuasa Pengguna Barang. 



(2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 

dengan menerbitkan keputusan Penghapusan dari Pengelola 

Barang setelah mendapat persetujuan Bupati. 

(3) Dikecualikan dari ketentuan mendapat persetujuan 

Penghapusan dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2), untuk Barang Milik Daerah yang dihapuskan karena:  

a. Pengalihan Status Penggunaan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 17; 

b. Pemindahtanganan; atau 

c. Pemusnahan.  

(4) Bupati dapat mendelegasikan persetujuan Penghapusan 

Barang Milik Daerah berupa barang persediaan kepada 

Pengelola Barang. 

(5) Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Daerah sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) dan ayat(4) dilaporkan kepada Bupati.  

 

Pasal 75 

(1) Penghapusan dari Daftar Barang Milik Daerah sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 73 huruf b dilakukan dalam hal Barang 

Milik Daerah tersebut sudah beralih kepemilikannya, terjadi 

Pemusnahan, atau karena sebab lain. 

(2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 

berdasarkan keputusan Bupati, untuk Barang Milik Daerah 

yang berada padaPengelola Barang.  

  

BAB XII 

PENATAUSAHAAN 

Bagian Kesatu 

Pembukuan 

Pasal 76 

(1) Pengelola Barang harus melakukan pendaftaran dan 

pencatatan Barang Milik Daerah yang berada di bawah 

penguasaannya ke dalam Daftar Barang Pengelola menurut 

penggolongan dan kodefikasi barang. 

(2) Pengguna Barang/ Kuasa Pengguna Barang harus melakukan 

pendaftaran dan pencatatan Barang Milik Daerah yang status 

penggunaannya berada pada Pengguna Barang/Kuasa 

Pengguna Barang kedalam Daftar Barang Pengguna/Daftar 

Barang Kuasa Pengguna menurut penggolongan dan 

kodefikasibarang. 



(3) Pengelola Barang menghimpun Daftar Barang 

Pengguna/Daftar Barang Kuasa Pengguna sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2). 

(4) Pengelola Barang menyusun Daftar Barang Milik Daerah 

berdasarkan himpunan Daftar Barang Pengguna/Daftar 

Barang Kuasa Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

dan Daftar Barang Pengelola menurut penggolongan dan 

kodefikasi barang. 

(5) Penggolongan dan kodefikasi Barang Milik Daerah 

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.  

 

Bagian Kedua 

Inventarisasi 

Pasal 77 

(1) Pengguna Barang melakukan Inventarisasi Barang Milik 

Daerah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun. 

(2) Dalam hal Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) berupa persediaan dan konstruksi dalam pengerjaan, 

Inventarisasi dilakukan oleh Pengguna Barang setiap tahun. 

(3) Pengguna Barang menyampaikan laporan hasil Inventarisasi 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) danayat (2) kepada 

Pengelola Barang paling lama 3 (tiga) bulan setelah selesainya 

Inventarisasi.  

  

Pasal 78 

Pengelola Barang melakukan Inventarisasi Barang Milik Daerah 

berupa tanah dan/atau bangunan yang berada dalam 

penguasaannya paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.  

  

Bagian Ketiga 

Pelaporan 

Pasal 79 

(1) Kuasa Pengguna Barang harus menyusun Laporan Barang 

Kuasa Pengguna Semesteran dan Tahunan sebagai bahan 

untuk menyusun neraca satuan kerja untuk disampaikan 

kepada Pengguna Barang. 

(2) Pengguna Barang menghimpun Laporan Barang Kuasa 

Pengguna Semesteran dan Tahunan sebagaimana dimaksud 



pada ayat (1) sebagai bahan penyusunan Laporan Barang 

PenggunaSemesteran dan Tahunan. 

(3) Laporan Barang Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) digunakan sebagai bahan untuk menyusun neraca 

perangkat daerah untuk disampaikan kepada Pengelola 

Barang.  

Pasal 80 

(1) Pengelola Barang harus menyusun Laporan Barang Pengelola 

Semesteran dan Tahunan. 

(2) Pengelola Barang harus menghimpun Laporan Barang 

Pengguna Semesteran dan Tahunan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 79 ayat (2) serta Laporan Barang Pengelola 

sebagaimana dimaksudpada ayat (1) sebagai bahan 

penyusunan Laporan Barang Milik Daerah. 

(3) Laporan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) digunakan sebagai bahan untuk menyusun neraca 

Pemerintah Daerah.  

Pasal 81 

Tata cara pelaksanaan pembukuan, Inventarisasi, dan pelaporan 

BarangMilik Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.  

 

BAB XIII 

PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN 

Bagian Kesatu 

Pembinaan 

Pasal 82 

(1) Bupati melakukan pembinaan pengelolaan Barang Milik 

Daerah dan menetapkan kebijakan pengelolaan Barang Milik 

Daerah. 

(2) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 

kebijakan umum Barang Milik Daerah dan/atau kebijakan 

teknis Barang Milik Daerah.  

Bagian Kedua 

Pengawasan dan Pengendalian 

Pasal 83 

Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah dilakukan 

oleh:  

a. Pengguna Barang melalui pemantauan dan penertiban; 

dan/atau 

b. Pengelola Barang melalui pemantauan dan investigasi. 



 

Pasal 84 

(1) Pengguna Barang melakukan pemantauan dan penertiban 

terhadap Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, 

Penatausahaan, Pemeliharaan, dan Pengamanan Barang Milik 

Daerah yangberada di dalam penguasaannya. 

(2) Pelaksanaan pemantauan dan penertiban sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) untuk kantor/satuan kerja 

dilaksanakan oleh Kuasa Pengguna Barang. 

(3) Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang dapat meminta 

aparat pengawasan intern Pemerintah untuk melakukan audit 

tindak lanjut hasil pemantauan dan penertiban sebagaimana 

dimaksud pada ayat(1) dan ayat (2). 

(4) Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang 

menindaklanjuti hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat 

(3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  

  

Pasal 85 

Pengguna Barang menetapkan indikator kinerja di bidang 

pengelolaan Barang Milik Negara pada unit yang membidangi 

pengelolaan Barang Milik Daerah.  

  

Pasal 86 

(1) Pengelola Barang melakukan pemantauan dan investigasi atas 

pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, dan 

Pemindahtanganan Barang Milik Daerah, dalam rangka 

penertiban Penggunaan, Pemanfaatan, dan Pemindahtanganan 

Barang Milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

(2) Pemantauan dan investigasi sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) dapat ditindaklanjuti oleh Pengelola Barang dengan 

meminta aparat pengawasan intern Pemerintah untuk 

melakukan audit atas pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, 

dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah. 

(3) Hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan 

kepada Pengelola Barang untuk ditindaklanjuti sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 87 



Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan 

pengawasan dan pengendalian atas Barang Milik Daerah diatur 

dengan Peraturan Bupati.  

  

BAB XIV 

PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH OLEH BADAN LAYANAN 

UMUM 

Pasal 88 

(1) Pengelolaan Barang Milik Daerah yang digunakan oleh Badan 

Layanan Umum Daerah sebagai kekayaan daerah yang tidak 

dipisahkan untuk menyelenggarakan kegiatan Badan Layanan 

Umum Daerah, mengikuti ketentuan yang diatur dalam 

peraturan daerah ini dan peraturan pelaksananya. 

(2) Pengecualian ketentuan sebagaiman dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan terhadap barang yang dikelola dan/atau 

dimanfaatkan sepenuhnya untuk penyelenggaraan kegiatan 

pelayanan umum sesuai dengan tugas dan fungsi Badan 

Layanan Umum Daerah yang akan diatur tersendiri dalam 

peraturan daerah tentang Badan Layanan Umum Daerah dan 

peraturan pelaksananya.  

  

Pasal 89 

Pengelola Barang dapat membentuk Badan Layanan Umum Daerah 

dan/ atau menggunakan jasa Pihak Lain dalam pelaksanaan 

Pemanfaatan dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah.  

  

BAB XV 

BARANG MILIK DAERAH BERUPA RUMAH NEGARA 

Pasal 90 

(1) Rumah Negara merupakan Barang Milik Daerah yang 

diperuntukkan sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana 

pembinaan serta menunjang pelaksanaan tugas pejabat 

negara dan/atau pegawainegeri. 

(2) Pengelolaan Barang Milik Daerah berupa Rumah Negara 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh 

Bupati dengan memperhatikan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

(3) Ketentuan mengenai tata cara Penggunaan, 

Pemindahtanganan, Penghapusan, Penatausahaan, 



pengawasan dan pengendalian Barang Milik Daerah berupa 

Rumah Negara diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. 

 

BAB XVI 

GANTI RUGI DAN SANKSI 

Pasal 91 

(1) Setiap kerugian daerah akibat kelalaian, penyalahgunaan atau 

pelanggaran hukum atas pengelolaan Barang Milik Daerah 

diselesaikan melalui tuntutan ganti rugi sesuai 

denganketentuan peraturan perundang-undangan. 

(2) Setiap pihak yang mengakibatkan kerugian daerah 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi 

administratif dan/ atau sanksi pidana sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan.  

  

BAB XVII 

KETENTUAN LAIN-LAIN 

Pasal 92 

(1) Pejabat atau pegawai yang melaksanakan pengelolaan Barang 

Milik Daerah yang menghasilkan penerimaan Daerah dapat 

diberikan insentif. 

(2) Pejabat atau pegawai selaku pengurus barang dalam 

melaksanakan tugas rutinnya dapat diberikan tunjangan yang 

besarannya disesuaikan dengan kemampuan keuangan 

Daerah. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemberian insentif dan/ atau 

tunjangan kepada pejabat atau pegawai yang melaksanakan 

pengelolaanBarang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.  

 

Pasal 93 

(1) Bupati dapat mengenakan beban pengelolaan (capital charge) 

terhadap Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang. 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai beban pengelolaan (capital 

charge) terhadap Barang Milik Daerah diaturdengan Peraturan 

Bupati.  

BAB XVIII 

KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 94 

(1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku: 



a. Pemanfaatan Barang Milik Daerah yang telah terjadi dan 

belum mendapat persetujuan dari pejabat yang berwenang, 

Bupati dapat menerbitkan persetujuan terhadap 

kelanjutanPemanfaatan Barang Milik Daerah dengan 

ketentuan Pengelola Barang Menyampaikan permohonan 

persetujuan untuk sisa waktu Pemanfaatan sesuai dengan 

perjanjian kepadaBupati, dengan melampirkan:  

1. usulan kontribusi dari Pemanfaatan Barang Milik 

Daerah; dan 

2. laporan hasil audit aparat pengawasan intern 

Pemerintah.  

b. Tukar Menukar Barang Milik Daerah yang telah 

dilaksanakan tanpa persetujuan pejabat berwenang dan 

barang pengganti telah tersedia seluruhnya, dilanjutkan 

dengan serah terima Barang Milik Daerah dengan aset 

pengganti antara Pengelola Barang dengan mitra Tukar 

Menukar dengan ketentuan:  

1. Pengelola Barang memastikan nilai barang pengganti 

sekurang-kurangnya sama dengannilai Barang Milik 

Daerah yang dipertukarkan; dan 

2. Pengelola Barang membuat pernyataan bertanggung 

jawab penuh atas pelaksanaan Tukar Menukar 

tersebut.  

(2) Bupati dapat menerbitkan persetujuan Penghapusan atas 

Barang Milik Daerah yang telah diserahterimakan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf b berdasarkan permohonan dari 

Pengelola Barang. 

(3) Segala akibat hukum yang menyertai pelaksanaan 

Pemanfaatan sebelum diberikannya persetujuan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf a dan pelaksanaan Tukar 

Menukar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 

sepenuhnya menjadi tanggung jawab parapihak dalam 

Pemanfaatan atau Tukar Menukar tersebut. 

 

Pasal 95 

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:  

a. seluruh kegiatan Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran, 

Pengadaan, Penggunaan, Pemanfaatan, Pengamanan dan 

Pemeliharaan, Penilaian, Penghapusan, Pemindahtanganan, 

Penatausahaan, dan Pembinaan, Pengawasan dan 



Pengendalian Barang Milik Daerah yang telah mendapatkan 

persetujuan dan/atau penetapan dari pejabat berwenang, 

dinyatakan tetap berlaku dan proses penyelesaiannya 

dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

undangan sebelumPeraturan Daerah ini berlaku; 

b. seluruh kegiatan Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran, 

Pengadaan, Penggunaan, Pemanfaatan,Pengamanan dan 

Pemeliharaan, Penilaian, Penghapusan, Pemindahtanganan, 

Penatausahaan, dan Pembinaan, Pengawasan dan 

Pengendalian Barang Milik Daerah yang belum mendapat 

persetujuan dan/atau penetapan dari pejabat berwenang, 

proses penyelesaiannya dilaksanakan berdasarkan ketentuan 

Peraturan Daerah ini;  

Pasal 96 

Perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Daerah yang 

telah dilaksanakan oleh Badan Layanan Umum Daerah sebelum 

Peraturan Daerah ini berlaku, dinyatakan berlaku dengan 

ketentuan wajib disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.  

 

BAB XIX 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 97 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  

  

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya 

dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara.  

  

       Ditetapkan di Buranga  

       pada tanggal  Maret 2018  

        BUPATI BUTON UATARA,  

        

       ABU HASAN 

 

Diundangkan di Buranga 

pada tanggal ,,, Maret 2018  

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA,  

        ttd  

  

LEMBARAN  DAERAH BUTON UTARA TAHUN 2018 NOMOR ,,,  



PENJELASAN 

ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA 

NOMOR ... TAHUN 2018 

TENTANG 

PENGELOALAAN BARANG MILIK DAERAH 

  

I. UMUM  

 Dalam rangka menjamin terlaksananya tertib administrasi dan  

tertib pengelolaan barang milik daerah diperlukan adanya 

kesamaan persepsi dan langkah secara integratif dan menyeluruh 

dari unsur unsur yang terkait dalam pengelolaan barang milik 

daerah. 

 Barang daerah sebagai salah satu unsur penting dalam rangka 

penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat harus 

dikelola dengan baik dan benar, sehingga mampu mewujudkan 

pengelolaan barang yang memenuhi asas-asas pengelolaan barang 

yaitu fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisien, 

akuntabilitas dan kepastian nilai.  

  Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nom or 27 tahun 

2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang 

Pengelolaan Barang Milik Daerah, maka Pemerintah Daerah 

Kabupaten Buton Utara perlu membentuk Peraturan Daerah 

tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan Peraturan 

Daerah yang baru. 

  Ruang lingkup pengelolaan barang milik daerah yang diatur  

dalam Peraturan Daerah ini meliputi: 

a. pejabat pengelolaan Barang Milik Daerah; 

b. Perencanaan Kebutuhan dan penganggaran; 

c. Pengadaan; 

d. Penggunaan; 

e. Pemanfaatan; 

f. pengamanan dan pemeliharaan; 

g. Penilaian; 

h. Pemindahtanganan; 



i. Pemusnahan; 

j. Penghapusan; 

k. Penatausahaan; 

l. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian; 

m. pengelolaan Barang Milik Daerahpada Perangkat Daerah yang 

menggunakan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan 

Umum Daerah; 

n. Barang Milik Daerah berupa rumah negara; dan 

o. ganti rugi dan sanksi.  

  

II. PASAL DEMI PASAL  

Pasal 1  

  Cukup Jelas  

Pasal 2  

  Cukup Jelas  

Pasal 3  

  Cukup Jelas  

Pasal 4  

  Cukup Jelas  

Pasal 5  

  Cukup Jelas  

Pasal 6  

  Cukup Jelas  

Pasal 7  

  Cukup Jelas  

Pasal 8  

  Cukup Jelas  

Pasal 9  

  Cukup Jelas  

Pasal 10 

Cukup Jelas  

Pasal 11  

  Cukup Jelas  

Pasal 12  

  Cukup Jelas  

Pasal 13  

  Cukup Jelas  

Pasal 14  

  Cukup Jelas  

Pasal 15  



  Cukup Jelas  

Pasal 16  

  Cukup Jelas  

Pasal 17  

  Cukup Jelas  

Pasal 18  

  Cukup Jelas  

Pasal 19  

  Cukup Jelas  

Pasal 20  

  Cukup Jelas  

Pasal 21  

  Cukup Jelas  

Pasal 22  

  Cukup Jelas  

Pasal 23  

  Cukup Jelas  

Pasal 24  

  Cukup Jelas  

Pasal 25  

  Cukup Jelas  

Pasal 26 

Cukup Jelas  

Pasal 27  

  Cukup Jelas  

Pasal 28  

  Cukup Jelas  

Pasal 29  

  Cukup Jelas  

Pasal 30  

  Cukup Jelas  

Pasal 31  

  Cukup Jelas  

Pasal 32  

  Cukup Jelas  

Pasal 33  

  Cukup Jelas  

Pasal 34  

  Cukup Jelas  

Pasal 35  



  Cukup Jelas  

Pasal 36  

  Cukup Jelas  

Pasal 37  

  Cukup Jelas  

Pasal 38  

  Cukup Jelas  

Pasal 39  

  Cukup Jelas  

Pasal 40  

  Cukup Jelas  

Pasal 41  

  Cukup Jelas  

Pasal 42 

Cukup Jelas  

Pasal 43  

  Cukup Jelas  

Pasal 44  

  Cukup Jelas  

Pasal 45  

  Cukup Jelas  

Pasal 46  

  Cukup Jelas  

Pasal 47  

  Cukup Jelas  

Pasal 48  

  Cukup Jelas  

Pasal 49  

  Cukup Jelas  

Pasal 50  

  Cukup Jelas  

Pasal 51  

  Cukup Jelas  

Pasal 52  

  Cukup Jelas  

Pasal 53  

  Cukup Jelas  

Pasal 54  

  Cukup Jelas  

Pasal 55  



  Cukup Jelas  

Pasal 56  

  Cukup Jelas  

Pasal 57  

  Cukup Jelas  

Pasal 58 

Cukup Jelas  

Pasal 59  

  Cukup Jelas  

Pasal 60  

  Cukup Jelas  

Pasal 61  

  Cukup Jelas  

Pasal 62  

  Cukup Jelas  

Pasal 63  

  Cukup Jelas  

Pasal 64  

  Cukup Jelas  

Pasal 65  

  Cukup Jelas  

Pasal 70  

  Cukup Jelas  

Pasal 71  

  Cukup Jelas  

Pasal 72  

  Cukup Jelas  

Pasal 73  

  Cukup Jelas  

Pasal 74  

  Cukup Jelas  

Pasal 75  

  Cukup Jelas  

Pasal 76  

  Cukup Jelas  

Pasal 77  

  Cukup Jelas  

Pasal 78 

Cukup Jelas  

Pasal 79  



  Cukup Jelas  

Pasal 80  

  Cukup Jelas  

Pasal 81  

  Cukup Jelas  

Pasal 82  

  Cukup Jelas  

Pasal 83  

  Cukup Jelas  

Pasal 84  

  Cukup Jelas  

Pasal 85  

  Cukup Jelas  

Pasal 86  

  Cukup Jelas  

Pasal 87  

  Cukup Jelas  

Pasal 88  

  Cukup Jelas  

Pasal 89  

  Cukup Jelas  

Pasal 90  

  Cukup Jelas  

Pasal 91  

  Cukup Jelas  

Pasal 92  

  Cukup Jelas  

Pasal 93  

  Cukup Jelas  

Pasal 94 

Cukup Jelas  

Pasal 95  

  Cukup Jelas  

Pasal 96  

  Cukup Jelas  

Pasal 97  

  Cukup Jelas 

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA 

NOMOR ... 
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